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dengan hilangnya rasa persaudaraan sebaagai bangsa, dan digantikan 
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anak bangsa. 
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· Lawan dari nafsu adalaah kekuatan hati nurani dan logika. 
· Saatnya semua elemen bangsa diajak untuk kembali menggunakan hati 
nurani dan logika dalam berpikir dan bertindak. 
· Apabila kesemua elemen tersebut dapat bersatu dan diterapkan secaara 
selaras makaan akan terbangun suasana yang tertib, aman dan sejahtera. 
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IWAN BUDI PRASETYO. E0003204. 2009. ANALISIS PENETAPAN 
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2009 DITINJAU DARI 
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN 
UMUM, DPR, DPD DAN DPRD. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 
 Penulisan Hukum yang berjudul Analisis Penetapan Partai Politik Peserta 
Pemilu Tahun 2009 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 
Tentang Pemilihan Umum, DPR, DPD dan DPRD. Bertujuan untuk mengetahui 
tentang prosedur teknis dasar penetapan partai peserta pemilu, syarat dan aturan 
yang menjadi landasan sehingga sebuah partai dapat ikut dalam pemilu 2009, 
dengan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi atas 
ketentuan dalam Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu pasal 
316 huruf (d) yang menegaskan partai politik pemilik kursi di DPR dapat 
langsung ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2009 tanpa melalui verifikasi Komisi 
Pemilihan Umum serta beberapa kendala pemilu yang diakibatkan oleh terlalu 
banyaknya partai politik peserta pemilu 2009 serta lolos tidaknya partai politik 
menjadi peserta pemilu.  
 Penulisan Hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan 
menggunakan sumber data sekunder, berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2008 tentang partai politik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 
tahun 2008 tentang pedoman teknis, verifikasi partai politik dan penetapan partai 
politik menjadi peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota tahun 2009. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 




Penduduk Warga Negara Indonesia untuk keperluan persyaratan partai politik 
menjadi peserta pemilu tahun 2009. serta bahan-bahan kepustakaan lainya. 
  Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui pengumpulan 
data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi 
kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti. Data yang telah diperoleh setelah melewati mekanisme 
pengolahan data, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya data yang 
terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggungjawabkan. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu adanya kesalahan dalam 
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 Pasal 316 huruf d menunjukan perlakuan 
tidak adil terhadap Parpol sesama Peserta Pemilu tahun 2004 yang tidak 
memenuhi electoral threshold [Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 12/2003 juncto 
Pasal 315 Undang-Undang 10/2008]. Perlakuan yang tidak adil tersebut 
ditunjukkan dengan kenyataan bahwa ada Parpol yang hanya memperoleh satu 
kursi di DPR, kendati perolehan suaranya lebih sedikit dari pada Parpol yang 
tidak memiliki kursi di DPR, melenggang dengan sendirinya menjadi peserta 
Pemilu 2009; sedangkan Parpol yang perolehan suaranya lebih banyak, tetapi 
tidak memperoleh kursi di DPR, justru harus melalui proses panjang untuk dapat 
mengikuti Pemilu 2009, yaitu melalui tahap verifikasi administrasi dan verifikasi 
faktual oleh Komisi Pemilihan Umum.. 
 Sehingga ada beberapa Partai yang mengajukan gugatan ataupun 
permohonan uji materi atas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Pemilu pasal 316 huruf (d) tersebut sehingga terbitlah Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008 Menyatakan Pasal 316 huruf d 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) tidak berkekuatan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945 
menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. 
Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara 
hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang  dihadapan 
hukum (equality before the law). Oleh karena itu setiap orang  berhak atas 
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta 
perlakuan yang sama dihadapan hukum. Negara sebagai pihak 
penyelenggara pemerintahan harus berdasar kehendak dan kekuasaan rakyat 
atau jika ditinjau dari organisasi ia berarti sebagai pengorganisasian negara 
yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena 
kedaulatan ada di tangan rakyat (Slamet Sudjono, 1994 : 1). Mahkamah 
Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi atas ketentuan dalam 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu pasal 316 huruf (d) 
yang menegaskan partai politik pemilik kursi di DPR dapat langsung 
ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2009 tanpa melalui verifikasi Komisi 
Pemilihan Umum (KPU).  
Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan aturan tersebut yang 
menjadi bahan gugatan oleh diajukan tujuh parpol itu dalam sidang 
Mahkamah Konstitusi (PAB-Online). (Editorial Media Indonesia), Rabu 6 
September 2006 dengan tegas menyebutkan, alasan paling mengemuka dari 
diskursus ini adalah efektivitas dan efisiensi dalam menyalurkan aspirasi 
politik. Bahwa tanpa harus melanggar konstitusi, sistem representasi politik 
harus dibuat sesederhana mungkin, seefisien mungkin, sehingga negara 
tidak perlu boros biaya untuk mewadahi aspirasi politik rakyat dan 





counterproductive. Dan rakyat pun tidak perlu dibuat pusing saat memilih 
partai politik karena jumlah mereka terlalu banyak. Fakta menunjukkan 
bahwa dalam masa transisi politik, dimana tingkat kedewasaan berpolitik 
rakyat belum pada taraf ideal, maka semakin banyak partai politik akan 
semakin menumbuhkan suasana power struggling ditanah air. Persaingan 
yang terus menerus terjadi diantara partai politik yang banyak tersebut, telah 
membentuk citra bahwa partai politik hanya memikirkan dirinya dalam 
perebutan kekuasaan. Di mata rakyat, potret partai politik dalam perebutan 
kekuasaan sangat mengemuka, dibanding dengan perhatian partai politik 
terhadap rakyat. Semakin banyak partai politik, maka potret perebutan 
kekuasaan ini akan semakin menonjol. 
Masyarakat memerlukan adanya ukuran, patokan, norma yang 
mencerminkan adanya kepastian hukum. Setiap tindak–tanduk masyarakat 
lebih ada jaminan kepastian hukum, apabila ada aturan yang mengaturnya, 
yang bersumber kepada Undang–Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum 
negara Indonesia. Warga negara diberikan kebebasan untuk berserikat, 
berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi 
manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang - Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Hak asasi tersebut terwujud dalam institusi  
partai politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
mendefinisikan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional 
dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas 
dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan 
membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Kecurangan mungkin saja terjadi. Caranya memang berbeda dengan 
pada era Orde Baru di mana rakyat tidak dapat mengungkapkan kecurangan-
kecurangan pemilu yang hasilnya sudah ditentukan, bahkan sebelum pemilu 




Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih banyak memiliki pekerjaan 
rumah terkait fungsinya untuk menyelesaikan penyusunan undang-undang 
(UU). Terdapat 30 rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi prioritas 
Program Legislasi Nasional tahun 2007. Selain itu, terdapat 50 rancangan 
undang – undang (RUU) yang menjadi PR "warisan" tahun 2004 dan 2005 
yang juga mesti diselesaikan tahun ini juga. Genap semuanya 80 rancangan 
undang – undang (RUU) yang harus diselesaikan Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) dan harus selesai. Sejauh ini, baru 11 Undang - undang yang telah 
diselesaikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (diakses melalui jurnal 
nasional.com.2009). Orang dulu tidak peduli pada kecurangan karena 
pemilu bukanlah sarana demokratis untuk penggantian pemimpin 
nasional,melainkan sekadar “pesta demokrasi” atau legitimasi politik bagi 
rezim yang berkuasa saat itu. Pada Pemilu 2009, rakyat begitu peduli soal 
kecurangan ini karena mereka tidak mau suaranya dipermainkan pada 
penghitungan suara (http://www.seputar-indonesia.com diakses pada 10 
Oktober 2009). Sistem kepartaian secara ideal harus mendorong 
pemerintahan yang stabil dan demokrasi yang semakin efektif. Bila tidak, 
maka tentu ada yang salah dengan sistem yang diterapkan. Pemilu 2004 
adalah pesta rakyat yang sangat bersejarah bagi Indonesia. Pasalnya, untuk 
pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan pemilu secara langsung. 
Keberhasilan pemilu secara langsung telah mendaulat Indonesia sebagai 
negara paling demokrasi ketiga di dunia setelah Amerika dan India. Berkaca 
pada pengalaman hampir sepuluh tahun paska reformasi, demokrasi 
Indonesia dengan sistem multipartai belum signifikan memberikan harapan 
bagi pengelolaan tata pemerintahan yang efektif dan efisien. Alasannya 
karena sistem multipartai telah mengalami perluasan fragmentasi, sehingga 
mempersulit proses pengambilan setiap keputusan di legislatif. Karena itu, 
tidak heran bila berbagai pihak mulai mendorong penerapan sistem 
multipartai sederhana. Persoalannya, bagaimana mendorong proses 




menggunakan larangan secara langsung bagi pendirian partai politik karena 
itu hak asasi yang harus dihormati. 
Pembatasan partai politik dilakukan dengan menerapkan berbagai 
prosedur sistem pemilu. Secara sah, legal, dan demokratis, sistem pemilu 
menjadi alat rekayasa yang dapat menyeleksi dan memperkecil jumlah 
partai politik dalam jangka panjang. Penyederhanaan partai politik dapat 
dilakukan dengan menggunakan sistem distrik. Dengan penerapan sistem 
distrik dapat mendorong ke arah integrasi partai-partai politik dan 
mendorong penyederhanaan partai tanpa harus melakukan paksaan. 
Sementara dalam sistem proporsional cenderung lebih mudah 
mendorong fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai politik baru. 
Sistem ini dianggap mempunyai akibat memperbanyak jumlah partai. 
Dalam sistem distrik, teritori sebuah negara dibagi menjadi sejumlah distrik. 
Banyaknya jumlah distrik itu sebanyak jumlah anggota parlemen yang akan 
dipilih. Setiap distrik akan dipilih satu wakil rakyat. Dalam sistem distrik 
berlaku prinsip the winner takes all. Partai minoritas tidak akan pernah 
mendapatkan wakilnya. Katakanlah, dalam sebuah distrik ada sepuluh partai 
yang ikut serta. Tokoh dari Partai A hanya menang 25%, namun tokoh 
partai lain memperoleh suara yang lebih kecil. Walau hanya mendapatkan 
suara 25% suara, distrik itu akan diwakili oleh tokoh partai A. Sembilan 
tokoh lainnya akan tersingkir. 
Kelebihan sistem distrik dalam menyederhanakan jumlah partai 
karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik (daerah pemilihan) 
hanya satu, akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-
perbedaan dan mengadakan kerjasama. Dengan berkurangnya partai, pada 
gilirannya akan mempermudah terbentuknya pemerintahan yang stabil dan 
meningkatkan stabilitas nasional. Selain itu, sistem distrik dapat 
meningkatkan kualitas keterwakilan karena wakil yang terpilih dapat 
dikenal oleh penduduk distrik sehingga hubungan dengan konstituen lebih 




aspirasi mereka. Pertanyaannya, apakah dengan menerapkan sistem 
proporsional jumlah partai politik secara alami dapat terkurangi? Sistem 
proporsional memiliki mekanisme tersendiri untuk menyederhanakan 
jumlah partai politik. Penyederhanaan partai politik dalam rangka 
menghasilkan parlemen dan pemerintahan yang efektif, dalam era reformasi 
ini perundang-undangan menerapkan electoral threshold pada Pemilu 1999 
dan 2004, dan terbukti dari 48 partai politik peserta Pemilu 1999 berkurang 
menjadi 24 partai politik pada Pemilu 2004. Dalam Undang - Undang 
Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD. 
Electoral threshold didefinisikan sebagai ambang batas syarat angka 
perolehan suara untuk bisa mengikuti pemilu berikutnya. Artinya berapapun 
kursi yang diperoleh di parlemen, untuk turut kembali dalam pemilihan 
umum berikutnya harus mencapai angka electoral threshold itu. Jadi, partai 
politik yang gagal memperoleh batasan suara minimal berarti gagal untuk 
mengikuti pemilu berikutnya. Pada pemilu 1999, Indonesia menerapkan 
electoral threshold sebesar 2% dari suara sah nasional.  
Peserta pemilu yang lolos berdasarkan perolehan suara ada enam 
partai. Dengan demikian, hanya keenam partai yang berhak mengikuti 
pemilu 2004, yakni PDI P, Golkar, PKB, PPP, PAN, dan PBB. Secara 
prosedural, partai-partai di luar keenam partai itu tidak diperkenankan 
mengikuti Pemilu 2004, tetapi dalam praktiknya tidak demikian karena 
partai lama mengubah namanya atau menambah satu kata di belakang nama 
partai sebelumnya. Artinya, partai yang tidak memenuhi electoral threshold 
tetap ikut pemilu berikutnya dengan karakter partai serta pengurus partainya 
tidak berubah. Pemilu 2004 menerapkan angka electoral threshold menjadi 
3% dari perolehan suara sah nasional. Hal ini dilakukan untuk lebih 
memperketat partai-partai yang mengikuti pemilu berikutnya. Semangat dari 
peningkatan threshold yang semakin besar yaitu untuk membangun sistem 




Dengan threshold 3%, partai yang bisa mengikuti Pemilu 2009 hanya 
tujuh partai, yaitu Golkar, PDI P, PKB, PPP, PAN, Partai Demokrat, dan 
PKS, tetapi faktanya di parlemen ada 17 partai. Hal ini yang mengurangi 
keefektifan parlemen dalam bekerja karena lambat. Artinya penerapan 
electoral threshold ternyata tidak membuat partai mengerucut dan 
mendukung tata kelola parlemen yang efektif. Itulah latar belakang dari 
Panitia Khusus Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum DPR, DPD, dan DPRD, telah mengundang sejumlah pakar dan ahli 
untuk memberikan pemikiran-pemikiran yang menyatakan bahwa electoral 
threshold itu tidak dikenal di negara manapun, atau menimbulkan anomali. 
Sehingga secara teoritis, (dikutip dari Jurnal Legislasi Indonesia, 2008 : 10) 
Dr. Sutradara Gintings dan Prof. Dr. Ryaas rasyid saat pembahasan Undang-
Undang tersebut, sesungguhnya yang ada dalam sistem pemilu adalah 
parliamentary threshold yang artinya adalah syarat ambang batas perolehan 
suara parpol untuk bisa masuk ke parlemen. Jadi, setelah hasil jumlah suara 
masing-masing partai politik diketahui seluruhnya, lalu dibagi dengan 
jumlah suara secara nasional. 
Jika suara partai politik itu mencapai angka 2,5% dari jumlah suara 
nasional, maka dia berhak menempatkan wakilnya di parlemen, tanpa 
mempermasalahkan berapa jumlah kursi hasil konversi suara yang dimiliki 
partai politik tersebut. Inilah teori untuk menghasilkan parlemen yang 
efektif. Jika kita lakukan simulasi dengan data Pemilu 2004, maka di 
parlemen hanya akan ada 7 partai. Sehingga dengan parliamentary 
threshold akan terjaring sejumlah partai yang betul-betul legitimate. 
Sehingga sebelum pemilu diselenggarakan, dengan sendirinya partai politik 
akan mengukur diri sampai sejauh mana dukungan rakyat kepadanya. Hal 
ini juga akan membuat fungsi-fungsi parpol yang dirumuskan dalam 
Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik akan berjalan 
efektif karena sebelum parpol itu melakukan fungsi rekrutmen (penentuan 
calon legislatif), partai politik pasti akan lebih dulu menjalankan fungsi 




mereka juga akan berkarya dan mengabdi kepada masyarakat. Disinilah 
adanya korelasi dan hubungan yang sangat signifikan antara Undang - 
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan Undang - 
Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan 
DPRD, dalam sistem multipartai di Indonesia. Tujuan utama pemilihan 
umum adalah untuk menghasilkan parlemen yang legitimate dan 
pemerintahan yang kuat. Hal ini menjadi tidak mungkin terwujud jika 
pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden 
dilaksanakan pada saat yang bersamaan karena isu keduanya berbeda 
sehingga perilaku pemilih juga tidak bisa dipastikan. Hal ini akan 
mengakibatkan tidak terjadinya hubungan yang signifikan antara parlemen 
dengan presiden dan wakil presiden sehingga tidak terwujud tata kelola 
sistem pemerintahan yang stabil. Artinya, pemilihan umum merupakan 
rangkaian tak terpisahkan antara pemilihan legislatif dengan pemilihan 
presiden dan wakil presiden, adanya sequence (jeda waktu) antara 
keduanya, adalah untuk memastikan gambaran riil partai politik pendukung 
di parlemen terhadap pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih.  
Karena hanya partai politik dan gabungan partai politik yang berhasil 
masuk parlemen-lah yang berhak mengusung pasangan calon presiden dan 
calon wakil presiden. Sehingga keluhan yang menyatakan “presiden 
terbelenggu” menjadi tidak relevan karena persoalannya bukanlah di 
Undang-Undang Dasar 1945, tetapi lebih pada produk dari pemilihan umum 
yang belum secara signifikan memposisikan dan menempatkan sistem 
multipartai pada proporsi yang sebenarnya. Adalah hak rakyat untuk 
membuat partai politik, dan hak partai politik untuk ikut pemilu. Tetapi 
untuk masuk ke parlemen ada mekanisme yang harus ditempuh yaitu 
parliamentary threshold. Agar partai politik dibentuk tidak hanya sekadar 
untuk ikut pemilu tapi partai politik dibuat agar fungsi-fungsi partai politik 
dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga parpol menjadi sarana dan 
wahana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi 




partai politik karena sesungguhnya demokrasi tidak akan mungkin tanpa 
adanya partai politik. Kalau kita sepakat bahwa tujuan utama penataan 
sistem politik Indonesia ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang 
efektif dan stabil maka ada beberapa alternatif yang patut dipertimbangkan 
oleh para pembuat kebijakan ( Jurnal Legislasi Indonesia, 2008 ). 
Paradigma dan kebijakan penyederhanaan partai politik peserta 
Pemilihan Umum melalui threshold telah konsisten dengan upaya untuk 
mencapai keseimbangan antara pendalaman demokrasi (deepening 
democracy) dengan pengembangan kepemimpinan yang efektif (effective 
governance) dan sesuai dengan kesadaran bahwa Undang - Undang Nomor 
12 Tahun 2003 tidak dapat berlaku secara konsisten sehingga perlu 
disempurnakan. Hal ini telah pula sesuai dengan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 16/PUU/V/2007. Bahwa sampai dengan pembahasan di 
DPR, Rumusan Pasal 286 dan 287 Rancangan Undang-udang Pemilihan 
Umum tetap menjadi pembahasan yang terlihat dari Daftar Inventaris 
Masalah (DIM) terhadap Rancangan Undang-undang Pemilu. Bahkan 
sampai dengan tahap-tahap akhir pembahasan Rancangna Undang-Undang 
Pemilihan Umum, rumusan dalam Pasal 286 dan 287 Rancangan Undang-
undang Pemilihan Umum secara subtansi masih sama dengan Pasal 9 ayat 
(1) dan (2) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003.  
Dalam pengesahan Rancangan Undang - undang Pemilihan Umum 
menjadi Undang - undang Pemilihan Umum (yang menjadi Undang - 
undang Nomor 10 Tahun 2008) muncul ketentuan baru tentang 
dibolehkannya partai peserta Pemilihan Umum 2004 yang tidak memenuhi 
threshold sebagaimana disyaratkan dalam Undang - undang Pemilihan 
Umum namun mempunyai kursi di DPR dapat langsung mengikuti 
Pemilihan Umum 2009 tanpa harus bergabung dengan Partai Politik Peserta 
Pemilihan Umum yang memenuhi ketentuan, atau  bergabung dengan partai 
politik yang tidak memenuhi ketentuan dan selanjutnya menggunakan nama 




memenuhi perolehan minimal jumlah kursi, atau bergabung dengan partai 
politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
315 dengan membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar 
baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi sebagaimana yang 
tercantum dalam Pasal 315 dan 316 
Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 315 menjelaskan 
bahwa : Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004 yang memperoleh 
sekurangkurangnya 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR atau 
memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) jumlah kursi 
DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah 
provinsi seluruh Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% 
(empat perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar 
sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh 
Indonesia, ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu setelah Pemilu 
tahun 2004. 
Kemunculan Pasal 316 huruf (d) dalam Undang - Undang Nomor 10 
Tahun 2008 tersebut kembali menimbulkan pertanyaan mendasar tentang 
konsep penyederhanaan partai politik yang dapat mengikuti pemilu 
(khususnya tahun 2009). Ketentuan ini justru mereduksi konsep 
penyederhanaan partai yang akan diupayakan di Indonesia. Akibatnya, 
peserta Pemilihan Umum tahun 2009 tidak akan sesuai dengan yang 
diharapkan karena dibuka kemungkinan adanya partai politik yang dapat 
mengikuti Pemilihan Umum tahun 2009 meskipun tanpa memenuhi 
threshold. Hal ini tercermin dari kondisi awal bahwa berdasarkan hasil 
pemilu tahun 2004 yang seharusnya hanya 7 partai politik yang dapat 
mengikuti pemilu 2009 secara langsung menjadi 16 partai politik. Ketentuan 
sebagaimana dalam Pasal 316 huruf (d) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 
2008 ini kemudian memunculkan banyak kritikan yang pada pokoknya 
menunjukkan bahwa tidak ada konsistensi mengenai konsep 




pula sebagai sebuah kemunduran dalam demokrasi dan merusak tatanan 
sistem pemilu. 
Walaupun ada sedikit perbaikan keadaan dimana partai-partai yang 
pada awalnya dinyatakan tidak dapat mengikuti pemilu karena aturan 
tersebut dapat kembali mengikuti setelah mengajukan gugatan ataupun 
permohonan uji materi atas ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Pemilu pasal 316 huruf (d) tersebut sehingga terbitlah 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008 Menyatakan Pasal 
316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4836) tidak berkekuatan hukum secara mengikat. 
Atas permasalahan tersebut muncul dua pertanyaan yang mendasar, 
pertama, bagaimanakah prosedur teknis pengajuan partai politik sehingga 
dapat mengikuti pemilu secara terbuka dan tanpa diskriminatif. Kedua, 
apakah alasan atau dasar pertimbangan hakim Komisi Pemilihan Umum 
tidak meloloskan sejumlah partai politik menjadi peserta pemilu 2009 dan 
bagaimana peran lembaga lain seperti Mahkamah Konstitusi, bawaslu dan 
PTUN menanggapi kasus seperti yang ada pada Undang - Undang Nomor 
10 Tahun 2008 tentang Pemilu pasal 316 huruf (d). 
Berdasarkan hal tersebut  penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian yang  membahas permasalahan penetapan partai politik peserta 
pemilu tahun 2009. Hal tersebut penulis sajikan dalam bentuk penelitian 
Penulisan Hukum yang berjudul “ANALISIS PENETAPAN PARTAI 
POLITIK PESERTA PEMILU   TAHUN 2009 DITINJAU DARI 
UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG 





B. Rumusan Masalah 
Untuk memberikan arah dan panduan yang mengerucut mengenai 
bahasan yang di kaji dalam suatu penelitian, perumusan masalah  sebagai 
sebuah konsepsi permasalahan yang akan dicari jawabannya perlu 
ditentukan terlebih dahulu. Adapun permasalahan dalam penelitian ini 
antara lain: 
1) Apa syarat - syarat partai politik dapat diperbolehkan menjadi 
peserta pemilu menurut Undang – Undang Pemilu Nomor 10 
Tahun 2008 ? 
2) Apakah yang menjadi dasar hukum penetapan partai peserta   
pemilu ? 
3) Apasajakah kendala-kendala pelaksanaan pemilu setelah 
berlakunya Undang – Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 ? 
4) Apa pengaruh Undang – Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 
2008 terhadap berlakunya Undang – Undang Pemilu Nomor 10 
Tahun 2008 ? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Obyektif  
a. Untuk mengetahui bagaimanakah tugas dan kewenangan Komisi 
Pemilihan Umum dalam perannya memberi putusan partai politik lolos dan 
tidak sebagai peserta pemilu 2009 dan Mahkamah Konstitusi dalam 
penyelesaian sengketa yang bersangkutan dengan pemilu. 
b. Untuk mengetahui kendala apa sajakah yang dihadapi Komisi 
Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilu 2009 baik pemilu 
legislatif ataupun pemilihan presiden wakil presiden yang diakibatkan 
banyaknya partai politik. 




a. Untuk memperoleh hasil penelitian sebagai persyaratan dalam 
mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Universitas Sebelas 
Maret (UNS) Surakarta. 
b. Untuk menambah pengetahuan peneliti sebagai bekal setelah 
menempuh jenjang Strata – I khususnya mengenai pelaksanaan fungsi dari 
Komisi Pemilihan Umum. 
c.  Pembelajaran politik yang jujur dan adil serta langsung umum 
bebas dan rahasia. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian menghasilkan suatu penelitian , namun sama 
pentingnya bila pemahamannya dapat dimanfaatkan bukan saja untuk 
pengembangan ilmu tetapi juga untuk perbaikkan kondisi masyarakat. 
Ibaratnya dapat dikatakan bahwa penelitian itu sebagai pedang bermata dua 
yaitu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan membantu 
memperbaiki kondisi masyarakat. Secara ringkas manfaat penelitian ini 
dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu : 
1) Manfaat Teoritis 
a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada 
 umumnya, khususnya di bidang hukum pidana dan acara pidana. 
b. Menambah literature dan bahan informasi ilmiah mengingat bahwa fungsi 
Komisi Pemilihan Umum yang urgent  dalam pelaksanaan pemilu yang 
berdasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. 
2) Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan 
serta tambahan pengetahuan bagi peneliti, Komisi Pemilihan Umum, 





b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 
 kepada masyarakat mengenai pelaksanaan fungsi Komisi Pemilihan 
Umum serta adanya Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 yang 
merupakan salah satu dasar pedoman pelaksanaan pemilu 2009 sekaligus 
untuk menjawab berbagai permasalahan yang di tuangkan dalam rumusan 
masalah. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-
pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan 
dengan penelitian yang dilakukan , yang memiliki langkah-langkah yang 
sistematis yang menyangkut masalah kerjanya yaitu cara kerja untuk dapat 
memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan, meliputi 
prosedur penelitian dan teknik penelitian (M.Iqbal Hasan, 2002: 20). 
Dengan kata lain pengertian metode penelitian adalah cara yang 
teratur dan sistematik secara runtut dan baik dengan menggunakan metode 
ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan 
kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa. Dengan 
demikian metode penelitian merupakan unsur yang sangat penting dalam 
kegiatan penelitian agar data yang diperoleh banar-benar akurat dan teruji 
keilmiahannya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai 
berikut :     
1) Jenis Penelitian 
Berdasarkan judul dan perumusan masalah, maka peneliti 
menggunakan penelitian yang masuk dalam kategori penelitian hukum 
doktrinal / normatif  yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengkaji 
hukum sebagai norma hukum positif dalam sistem perundang-undangan.  
2) Sifat Penelitian 
Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian 




memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-
gejala lainnya (Soejono Soekanto, 1986: 10). Dari pengertian tersebut di atas, 
dalam penelitian ini peneliti berusaha menggambarkan dan menjelaskan 
keadaan dari suatu obyek penelitian secara lengkap. Penelitian ini 
menggambarkan dan menjelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan fungsi 
Komisi Pemilihan Umum, pengaruh Undang - Undang Nomor 10 tahun 2008 
terhadap partai politik dan pelaksaanaan pemilu itu sendiri. 
3) Pendekatan Penelitian 
Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan 
dilihat dari disiplin ilmunya adalah penelitian hukum. Dilihat dari sudut 
tujuan penelitian hukum itu sendiri, penelitian ini termasuk penelitian 
hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 
meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka  
(Soerjono Soekanto, 2001: 13). 
Sementara itu, dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk 
penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk 
memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-
gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2001: 13). Maksud dari penelitian 
deskriptif ini adalah Mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminir hal-hal 
yang tidak relevan dan menetapkan isu hukum, Melakukan telaah atas isu 
hukum yang diajukan dengan menggunakan pendekatan dengan Pendekatan 
perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan kasus (case 
approach), (dikutip dari www.google.com. 2009 : Tipologi Penelitian 
Hukum Peter Mahmud Marzuki)  
Dalam penggunaan metode pendekatan ini, akan dilakukan 
pendekatan melalui peraturan perundang-undangan dan peraturan dibawah 
Undang - undang yang memuat mengenai pelaksanaan pemilihan umum 
tugas Komisi Pemilihan Umum dalam meverifikasi partai serta beberapa 
kendala dalam pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009. 




Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder, yaitu data atau informasi hasil menelaah dokumen bahan 
kepustakaan seperti buku – buku , literature, maupun data-data yang berhasil 
di dapatkan di dalam web Komisi Pemilihan Umum serta data pendukung 
lain.  
Dalam data peneliti menggunakan bahan hukum, yaitu Undang – 
Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, 
Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, Undang – 
Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 
tentang pedoman teknis, verifikasi partai politik dan penetapan partai politik 
menjadi peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota tahun 2009. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 
106/SK/KPU/Tahun 2008 tentang  jumlah Provinsi, Kabupaten / Kota dan 
Penduduk Warga Negara Indonesia untuk keperluan persyaratan partai 
politik menjadi peserta pemilu tahun 2009. serta bahan-bahan kepustakaan 
lainya., dan peraturan lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan 
yang dikaji. Bahan hukum sekunder peneliti menggunakan berbagai literatur 
buku yang memuat mengenai Tata Negara khususnya di sini yang relevan 
dengan pemilihan umum. 
Sumber data merupakan tempat dimana data diperoleh. Sumber data 
dalam penelitian ini adalah : sumber data sekunder, yaitu sumber data yang 
secara langsung mendukung yang diperoleh dari peraturan perundang-
undangan, literatur, dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan 
permasalahan yang dikaji.  
5) Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data diperlukan untuk memperoleh data yang 
akurat dalam permasalahan. Teknik pengumpulan data yang di pergunakan 




jalan mengkaji dan mempelajari buku-buku, data arsip, dokumen maupun 
peraturan-peraturan termasuk dokumen yang berkaitan dengan 
permasalahan yang dikaji.  
6) Teknik Analisis Data 
Setelah pengumpulan data, maka tahap selanjutnya adalah tahap 
analisis data atau tahap pengolahan data. Model analisis yang digunakan 
dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan model penelitian terhadap 
asas-asas hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum (dikutip 
dari www.google.com. 2009 : Tipologi Penelitian Hukum Peter Mahmud 
Marzuki dan Soerjono Soekanto). Dalam proses ini , sejak peneliti mulai 
melakukan analisis data yang terkumpul untuk mendapatkan reduksi data 
dan sajian data sementara. Setelah proses pengumpulan data selesai, peneliti 
berusaha untuk menarik kesimpulan berdasarkan semua hal dari reduksi 
data dan sajian data. 
1) Pengumpulan data 
Proses mencari data yang berupa data sekunder melalui penelitian 
studi kepustakaan dengan jalan mengkaji dan mempelajari buku-buku, data 
arsip, dokumen yang berlaku yang ada relevansinya dengan permasalahan 
yang dikaji 
2)  Reduksi Data  
Proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data yang 
diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang didapat dilapangan dengan 
menggunakan tolak ukur permasalahan. Reduksi data ini membuat 
singkatan , coding, memustakan tema, membuat batas-batas permasalahan 
dan menulis memo. Reduksi data merupakan bagian analisis yang 
mempertegas, memperpendek dan mengatur data sedemikian rupa sehingga 
kesimpulan akhir dapat dilakukan. Proses ini berlangsung terus menerus 
sampai data benar-benar terkumpul yang akhirnya laporan akhir tersusun 
secara lengkap. 




Suatu kumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian 
dapat dilakukan melalui berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan 
kerja berkaitan dengan kegiatan dan tabel yang semuanya dirancang untuk 
mengumpulkan informasi secara teratur supaya mudah di lihat dan 
dimengerti dalam bentuk yang kompak. 
4) Penarikan Kesimpulan 
Berawal dari pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami apa 
arti dari hal yang ia temui dengan mulai melakukan pencatatan-pencatatan , 
pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi, arahan sebab akibat dan 
berbagai proposisi yang diverifikasi, berupa suatu pengulangan dengan 
gerak cepat sebagai pikiran kedua yang timbul melintas pada waktu menulis 
dengan melihat kembali fieldnote. Komponen kesimpulan tersebut terlibat 
dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil analisis. Dalam 
analisis kualitatif model interaksi ini, peneliti tetap bergerak di antara tiga 
komponen analisis dengan proses pengumpulan data berlangsung. 
Kumpulan komponen tersebut, berawal dari waktu pengumpulan data 
penelitian dengan cara peneliti membuat reduksi data dan sajian data. 
Setelah pengumpulan data selesai, peneliti kemudian mulai melakukan 
usaha penarikan kesimpulan dengan memverifikasi berdasarkan apa yang 
terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Aktivitas yang dilakukan oleh 
komponen-komponen tersebut dalam suatu siklus akan dapat data-data yang 
benar valid mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.      
F. Sistematika Penulisan Hukum       
Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memberikan gambaran 
secara keseluruhan tentang isi dari penelitian sesuai dengan aturan yang 
sudah ada dalam penulisan hukum. Sistematika penulisan dalam penelitian 
ini meliputi : 




Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, 
Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode 
Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum. 
BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan yang 
meliputi dua hal yaitu Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran. Kerangka 
teori akan diuraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pokok 
masalah dalam penelitian ini yang meliputi Tinjauan Umum tentang 
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 khususnya pada Pasal 316 huruf d 
menunjukan perlakuan tidak adil terhadap Parpol sesama Peserta Pemilu 
tahun 2004 yang tidak memenuhi electoral threshold [Pasal 9 ayat (1) 
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003 juncto Pasal 315 Undang – 
Undang Nomor 10 Tahun 2008], Tinjauan Umum tentang Pelaksanaan 
Tugas Komisi Pemilihan Umum dalam meverifikasi serta kewenangan lain 
dan beberapa masalah mengenai penyelenggaraan pemilu. Sedangkan 
kerangka pemikiran akan disampaikan dalam bentuk bagan dan uraian 
singkat. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini akan memaparkan tentang hasil dari penelitian yang telah 
diperoleh dan dilanjutkan dengan pembahasan yang dilakukan terhadap 
hasil penelitian tentang : 
1. Apa syarat-syarat partai politik dapat diperbolehkan menjadi peserta 
pemilu menurut Undang – Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 ? 
2.    Apakah yang menjadi dasar hukum penetapan partai peserta   pemilu ? 
3.    Apasajakah kendala-kendala pelaksanaan pemilu setelah berlakunya    
Undang – Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 ? 
4.   Apa pengaruh Undang – Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 





BAB IV : PENUTUP 
Dalam bab ini penulis akan menuliskan kesimpulan dari hasil 
penelitian ini dan memberikan saran yang berangkat dari hasil yang 
diperoleh dari penelitian yang dilakukan. 


























A. Kerangka Teori  
1. Tinjauan Umum Tentang Negara Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan 
a. Tinjauan Mengenai Negara Demokrasi 
Demokrasi berasal dari bahasa yunani demokratia, yang berasal dari kata Demos 
yang berarti rakyat dan Kratos yang berarti kekuasaan. Jadi kekuasaan rakyat, atau 
suatu bentuk pemerintahan Negara dimana rakyat berpengaruh diatasnya, 
singkatnya pemerintahan rakyat (CST Kansil, 1984 : 50). Demokrasi 
(democracie) adalah bentuk pemerintahan atau kekuasaan negara yang tertinggi 
dimana sumber kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan rakyat yang terhimpun 
melalui suatu majelis yang dinamakan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
Demokrasi (democracie) adalah bentuk pemerintahan atau kekuasaan negara yang 
tertinggi dimana sumber kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan rakyat yang 
terhimpun melalui suatu majelis yang dinamakan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat. Sementara itu menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu 
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Bagir Manan, 1999 : 
231). 
Demokrasi merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi 
juga menyangkut seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melaui sejarah 
panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya, Demokrasi adalah pelembagaan dari 
pembebasan. Menurut Jimly asshidiqie, demokrasi yang mengharuskan 
kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dapat mencakup bidang 
politik dan bidang ekonomi. Apabila kekuasaan itu berkenaan dengan bidang 
politik, maka sistem kekuasaan rakyat itu disebut demokrasi politik. Begitu juga 
apabila menyangkut bidang ekonomi, maka disebut demokrasi ekonomi. Dengan 
demikian, istilah demokrasi disini, yakni demokrasi politik dan demokrasi 





meliputi aspek politik dan ekonomi (Jimly Asshidiqie, dikutip dalam makalahnya 
berjudul Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Indonesia, 2005). Dalam 
arti politis, demokarasi adalah suatu sistem politik dimana rakyat memegang 
kekuasaan tertinggi, bukan atas kekuasan raja atau kaum bangsawan. 
Demokrasi merupakan salah satu konsep bagaimana suatu negara menjalankan 
pemerintahannya, berdasarkan pengalaman dalam bernegara pada masa lampau 
menjadikan demokrasi sebagai satu-satunya konsep yang disepakati sebagai 
konsep yang terbaik. Hal itu pulalah yang menjadi pertimbangan sehingga Negara 
Indonesia menganut konsep demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. 
Namun konsep demokrasi di Indonesia juga mempunyai perbedaan dengan 
demokrasi pada umumnya. Di dalam demokrasi ada beberapa trade mark yang 
tampaknya disetujui dan menjadi keharusan didalam demokrasi yaitu : Pertama, 
adanya kedaulatan. Kedua, Adanya musyawarah untuk mencapai mufakat. Ketiga, 
Adanya tanggung jawab (Slamet Sudjino, 1994 : 64-65).  
Dalam konteks Indonesia, demokrasi mengandung dua arti. Pertama, demokrasi 
yang dikaitkan dengan sistem pemerintahan atau bagaimana caranya rakyat 
diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua,  demokrasi sebagai 
asas, yang mempengaruhi keadaan kultural, historis suatu bangsa sehingga 
muncul istilah demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat dan demokrasi 
pancasila (Soehino , 1984 : 5-6). Demokrasi di Indonesia dirumuskan dalam Pasal 
1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat “Kedaulatan berada 
di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam 
hubungannya dengan pengertian  demokrasi, Sri Soemantri mengatakan (Sri 
Soemantri, 1971: 26) : “ kita telah mengetahui, bahwa demokrasi pancasila 
mempunyai dua macam pengertian, yaitu baik yang formal maupun yang material. 
Sebagai realisasi pelaksanaan demokrasi pancasila dalam arti formal, Undang-
Undang Dasar 1945 menganut apa yang dinamakan Indirect democracy. Yang 
dimaksud dengan indirect democracy adalah suatu demokrasi dimana pelaksanaan 
kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan 




demokrasi pancasila dalam arti material merupakan pandangan hidup atau 
demokrasi sebagai falsafah bangsa (democracy in philosophy)”. 
Dari uraian tersebut, jelas bahwa demokrasi yang dikembangkan mengacu pada 
nilai normatif konstitusi. Demokrasi merupakan gagasan yang dinamis  (dynamic 
concept) dan tidak bermula dari ruang yang hampa. Demokrasi juga merupakan 
istilah yang ambigu. Pengertiannya tidak bersifat monolitik, sebab negara-negara 
yang mengklaim diri sebagai negara demokrasi tidak mempunyai bentuk 
aplikasinya yang seragam. Apa yang dianggap sebagai demokrasi di negara-
negara tertentu belum tentu dianggap demokrasi di negara lain dan begitu pula 
sebaliknya. Negara dengan corak totaliter dan negara dengan corak liberal, 
misalnya, mempunyai perbedaan-perbedaan yang signifikan dalam 
mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi. Konsep demokrasi sering kali 
mengalami manipulasi dan distorsi, khususnya di negara-negara totaliter, sehingga 
pemaksaan, penyiksaan dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia 
dianggap sebagai “dosa kecil” saja tanpa mengurangi tingkat kedemokratisannya, 
karena ditujukan untuk meyelamatkan rakyat secara keseluruhan. Dengan 
demikian, sekali lagi, meskipun asas demokrasi secara substantif telah disepakati, 
tetapi tidak ada konsep tunggal yang bersifat monopolitik pada tingkat 
implementasinya. 
Meskipun tidak ada konsep tunggal, tetapi demokrasi mempunyai elemen-elemen 
fundamental yang dapat digunakan sebagai parameter untuk mengukur dan 
menentukan tingkat implementasi nilai-nilai demokrasi dalam suatu negara, 
sehingga dapat menilai dan menentukan apakah sistem yang dibangun di dalam 
suatu negara dapat dikatakan demokratis atau tidak. Sedikitnya ada lima hal yang 
harus ada dalam negara yang menganut sistem demokrasi (Jurnal Legislasi 
Indonesia. Volume 5, 2008), yaitu: Pertama, pemerintahan yang bertanggung 
jawab. Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan 
kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih melalui pemilu yang bebas dan 
rahasia. Ketiga, terdapat lebih dari satu partai politik yang terus menerus 




massa yang bebas menyatakan pendapat. Dan kelima, terdapat sistem peradilan 
yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan. 
Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberikan pengertian bahwa pada 
tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang 
berkaitan dengan kehidupannya termasuk dalam menilai kebijakan negara yang 
sangat berpengaruh terhadap kehidupan rakyat.. Kekuasaan kehakiman yang 
merdeka (independent judiciary) bertujuan untuk menjamin hak-hak asasi dan 
mempertahankan keadilan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam 
demokrasi.  
 b. Tinjauan Tentang Pemisahan Kekuasaan 
Teori pemisahan kekuasaan pertama kali dikemukakan oleh John Locke (1632-
1704) dan Montesqueieu (1748). Menurut John Locke kemungkinan munculnya 
negara dengan konfigurasi politik totaliter bisa dihindari dengan membatasi 
kekuasaan negara. Kekuasaan negara harus dibatasi dengan cara mencegah 
sentralisasi kekuasaan ke dalam satu tangan atau lembaga. Hal ini dilakukan 
dengan cara memisahkan kekuasaan politik ke dalam tiga bentuk. Dalam bukunya 
yang berjudul Two Treatises on Civil Government (1690), John Locke 
memisahkan kekuasaan dari tiap- tiap negara dalam tiga kekuasaan yaitu (C.S.T. 
Kansil, 1984: 67 - 68) : 
(1) Kekuasaan Legislatif yaitu Kekuasaan untuk membuat undang-
undang. 
(2) Kekuasaan Eksekutif yaitu Kekuasaan untuk melaksanakan 
undang- undang. 
(3) Kekuasaan Federatif yaitu Kekuasaan mengadakan perserikatan 
dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-
badan diluar negeri.  
Ketiga cabang kekuasaan tersebut harus terpisah satu sama lain baik yang 
berkenan dengan tugas maupun fungsinya dan mengenai alat perlengkapan yang 
menyelenggarakannya. Dengan demikian, tiga kekuasaan tersebut tidak boleh 




penyalahgunaan kekuasaan olah pihak yang berkuasa. Dengan adanya kekuasaan 
yang telah terbatasi, pemegang kekuasaan tidak dapat dengan mudah 
menyalahgunakan kekuasaanya, karena ada mekanisme kontrol yang harus 
dilaluinya. Pembatasannya tersebut juga dimaksudkan agar hak-hak asasi warga 
negara lebih terjamin (A. Ahsin Thohari, 2004: 45). 
Dalam pandangan lain menurut Montesquieu kekuasaan absolut perlu dicegah 
dengan menawarkan konsepsi monarki konstitusioanal, dimana kekuasaan satu 
membatasi kekuasaan yang lain. Konsep ini dikenal dengan konsep pemisahan 
kekuasan (trias politica). Istilah Trias politica ini berasal dari bahasa yunani yang 
artinya “Politik tiga serangkai”. Fungsi negara hukum harus dipisahkan dalam tiga 
kekuasan lembaga negara yaitu (Slamet Sudjono, 1994 : 73): 
(1) Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang membentuk undang-
undang 
(2) Kekuasaan Yudikatif yaitu kekuasaan yang menjetuhkan sanksi atas 
kejahatan, dan yang memberikan putusan apabila terjadi perselisihan 
antara para warga. 
(3) Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan yang melaksanakan undang-undang, 
memaklumatkan perang, mengadakan perdamaian dengan negara lain, 
menjaga tata tertib, menindak pemberontak.  
Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut pemisahan dalam 
arti materiil (separation of power) akan tetapi Undang-Undang Dasar 1945 
mengenal pemisahan kekuasaan dalam arti formil (division of power) oleh karena 
pemisahan kekuasaan itu tidak dipertahankan secara prinsipil. Jelaslah Undang-
Undang Dasar 1945 hanya mengenal division of power bukan separation of power 
(CST Kansil, 1983: 80). Sebelum terjadi perubahan terhadap Undang-Undang 
Dasar 1945  struktur ketatanegaraan Indonesia biasanya digambarkan dalam 
bagan sebagai berikut :  
Undang – Undang Dasar 1945 
 
    MPR 








Gambar1. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Sebelum perubahan Undang-
Undang Dasar 1945 
Sumber A Ahsin Thohari, 2004 : 212 
Keterangan : 
MPR ( Majelis Permusyawaratan Rakyat ) 
BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan )  
DPR ( Dewan Perwakilan Daerah ) 
DPA ( Dewan Pertimbangan Agung )  
MA ( Mahkamah Agung ) 
Bagan diatas menunjukkan bahwa sruktur ketatanegaraan Indonesia menurut 
Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) terdiri dari beberapa fungsi, 
yaitu pertama, legislatif yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Presiden, kedua, eksekutif yang dijalankan oleh Presiden. ketiga, yudikatif yang 
dijalankan oleh Mahkamah Agung, keempat, inspektif yang dijalankan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan, dan kelima, konsultatif yang dijalankan oleh Dewan 
Pertimbangan Agung. Bagan diatas juga menunjukkan adanya hubungan 
kekuasaan dan hubungan tata kerja antara Majelis Permusyawaratan Rakyat 
sebagai lembaga tertinggi negara (supreme body) dengan lembaga tinggi negara 
yang terdiri dari Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa 
Keuangan, Dewan Pertimbangan Agung, dan Mahkamah Agung (A. Ahsin 
Thohari, 2004: 212-213) 
Setelah terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 struktur ketatanegaraan 
Indonesia mengalami perubahan secara signifikan, karena ada lembaga-lembaga 
baru seperti, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), dan 
Komisi Yudisial (KY), tetapi ada juga lembaga yang dibubarkan yaitu Dewan 




setelah terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dapat digambarkan dalam 






Gambar 2. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Undang-
Undang Dasar 1945. 
Sumber A Ahsin Thohari, 2004: 213 
Keterangan :  
BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan ) 
DPR ( Dewan Pewakilan Rakyat ) 
MPR ( Majelis Permusyawaratan Rakyat ) 
DPD ( Dewan Perwakilan Daerah ) 
MK ( Mahkamah Konstitusi )  
MA ( Mahkamah Agung ) 
KY ( Komisi Yudisial ) 
Setelah terjadinya perubahan Undang-Udang Dasar 1945, terdapat tiga lembaga 
baru yang sebelumnya tidak dikenal yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 
Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Sementara itu, Dewan 
Pertimbangan Agung (DPA) yang sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 
1945 ada sekarang eksistensinya dihilangkan sama sekali dari struktur 
ketatanegaraan Indonesia. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, 
dengan terjadinya pergeseran kewenangan membentuk undang-undang maka telah 
ditinggalkan teori pembagian kekuasaan (distribution of power) dengan prinsip 
supremasi MPR menjadi pemisahan kekuasaan (separation of power) dengan 
prinsip check and balances sebagai ciri melekatnya 
(http//www.djpp.depkumham.go.id (diakses 15 Agustus 2009). 
UUD 1945 
BPK DPR MPR DPD Presiden 
Wakil Presiden 




2.   Tinjauan Umum Tentang Pemilu, Partai Politik dan Lembaga yang 
Terlibat dalam Proses Pemilu 
a.  Tinjauan Umum Tentang Pemilu  
Pada dasarnya bahwa Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana 
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 
rahaasia, jujur, dan adil secara langsung oleh rakyat merupakan sarana 
perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang 
demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Bahwa untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyalur aspirasi politik rakyat 
serta anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai penyalur aspirasi 
keanekaragaman daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diselenggarakan 
pemilihan umum. Disinipun terlihat peran Dewan Perwakilan Daerah yang 
proaktif dalam mengawal sebuah kebijakan yang benar dengan ikut juga 
mengajukan uji materi atas Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 
dengan Perkara Nomor 10/PUU-VI/2008 dimohonkan oleh Dewan Perwakilan 
Daerah, anggota DPD, perorangan warga negara Indonesia yang memiliki 
perhatian besar terhadap pemilu, parlemen Indonesia, dan penyaluran aspirasi 
daerah yang terdiri dari para pegiat Sekretariat Nasional Perlindungan Hak 
Konstitusional Masyarakat Hukum Adat (Seknas MHA), Pusat Reformasi Pemilu 
atau Center for Electoral Reform (Cetro), Indonesian Parliamentary Center (IPC), 
dan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) serta warga daerah. 
Para pemohon menyatakan, penghapusan syarat domisili dan syarat non-partai 
politik dalam Padal 12 dan Pasal 67 UU Pemilu merupakan penghilangan norma 
konstitusi. Ketiadaan kedua syarat dianggap menyebabkan Undang - undang 
Pemilu menegasikan norma konstitusi bahwa calon anggota Dewan Perwakilan 
Daerah dipilih dari setiap provinsi terkait (Pasal 22C ayat (1) UUD 1945) dan 
calon anggota Dewan Perwakilan Daerah berasal dari perseorangan (Pasal 22E 




 Dalam petitumnya, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi 
menyatakan Pasal 12 dan Pasal 67 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22C 
ayat (1) dan Pasal 22E ayat (4) UUD 1945, karena tidak mengandung persyaratan 
berdomisili di provinsi bersangkutan dan bukan anggota dan/atau pengurus partai 
politik. Pemerintah menjungkirbalikkan alasan-alasan uji materiil Undang - 
undang Pemilu. Dalam persidangan ketiga ini, keterangan Pemerintah yang 
dibacakan Mardiyanto menyatakan, pemohon uji materiil tak mampu menjelaskan 
bentuk kerugian Dewan Perwakilan Daerah maupun legal standing-nya. “Dalil 
para pemohon hanya angan-angan belaka!” kata Mardiyanto. Ia berkali-kali 
menyebut, permohonan yang diajukan bersifat spekulatif, hipotetik, dan 
berlebihan. Terhadap gugatan uji materiil itu, Pemerintah mempertanyakan 
beberapa hal. 
 Pertama, soal hak dan kewenangan konstitusional Dewan Perwakilan Daerah 
yang dilanggar. Menurut Pemerintah, pertanyaan DPD salah sasaran karena 
ketentuan yang digugat hanya berkaitan dengan syarat menjadi calon anggota 
Dewan Perwakilan Daerah. Bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah secara 
individu dirugikan dengan pasal-pasal itu, Mardiyanto mempertanyakan kerugian 
anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sebab saat ini anggota Dewan Perwakilan 
Daerah menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah dan tidak terhalangi siapapun. 
“Bahkan hak dan kewenangan anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk 
mencalonkan diri kembali sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah pada 
Pemilu 2009 tidak terkurangi dan terhalangi sedikitpun dengan ketentuan itu,” 
tegasnya. Mendagri kemudian mempertanyakan landasan Seknas MHA, Cetro, 
IPC, dan Formappi yang ikut menggugat Undang - undang Pemilu. Mardiyanto 
berkilah, kedua pasal yang digugat tidak terkait kepentingan mereka, apalagi 
merugikannya. “Jika dalam penerapan Undang - undang Pemilu ‘seolah-olah’ 
mengesampingkan atau mengalahkan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah 
yang berasal dari kelompok masyarakat yang diwakili oleh lembaga swadaya 
masyarakat (LSM), maka itu tidak terkait dengan aturannya. Sebab, rakyatlah 
yang menentukan siapa yang dianggap layak untuk mewakili daerahnya,” jelasnya 




Daerah melalui pemilu berdasarkan prinsip kesamaan hak dan kedudukan setiap 
warga negara menggunakan haknya untuk dipilih, sehingga calon anggota Dewan 
Perwakilan Daerah tidak dipersyaratkan untuk berdomisili di provinsi yang 
menjadi daerah pemilihannya dan tidak dibatasi menurut latar belakang atau status 
politiknya (partai politik atau non-partai politik). “Hal ini sesuai dengan prinsip 
kesatuan wilayah dan kesamaan kedudukan hukum warga negara dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia,” urai Mardiyanto. Ia juga mengatakan Pemilu 2009 
akan terganggu jika Mahkamah Konstitusi mengkabulkan permohonan uji materi 
ini dan menjadi dasar gugatan hasil Pemilu 2009. “Akan terjadi kekosongan 
hukum, terutama syarat-syarat calon Dewan Perwakilan Daerah,” kata 
Mardiyanto. Jika ketentuan Pasal 12 dan Pasal 67 Undang - undang Pemilu 
dibatalkan maka akan terjadi kekacauan hukum karena kedua pasal mengatur 
syarat-syarat calon Dewan Perwakilan Daerah yang meniadakan syarat domisili 
dan nonpartai politik. 
 ( diakses melalui www.kabarindonesia.com 1 Desember 2009) 
Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 ini mengatur juga 
mengenai seluruh proses dan tata cara termasuk didalamnya aturan dan 
kelengkapan untuk pemilu yang sangat penting diantaranya adalah tahapan-
tahapan pemilu sesuai yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 
2008 Pasal 4 (empat) diantaranya : 
1) Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. 
2) Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi: 
a) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. 
b) Pendaftaran Peserta Pemilu. 
c) Penetapan Peserta Pemilu. 
d) Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. 
e) Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD 
kabupaten/kota. 
f) Masa kampanye. 




h) Pemungutan dan penghitungan suara. 
i) Penetapan hasil Pemilu, dan 
j) Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD 
provinsi, dan DPRD. 
Sehubungan dengan pola pengisian keanggotaan Lembaga Perwakilan Rakyat 
tersebut, maka mekanisme untuk menentukan anggota-anggota di Lembaga 
Perwakilan Rakyat dapat digolongkan ke dalam dua sistem, yaitu  (Bintan R. 
Saragih, 1988: 171) : 
1. Sistem Pemilihan Mekanis. 
Sistem pemilihan mekanis berpangkal tolak dari pemikiran bahwa 
(http//www.djpp.depkumham.go.id diakses 15 Agustus 2009) : 
a. Rakyat di dalam suatu negara dipandang sebagai massa 
individu-individu yang sama. 
b. Individu-individu inilah yang bertindak sebagai 
pengendali hak pilih aktif. 
c. Masing-masing individu berhak mengeluarkan satu suara 
dalam setiap pemilihan untuk satu Lembaga Perwakilan 
Rakyat. 
d. Dalam negara liberal mengutamakan individu-individu 
sebagai kesatuan otonom dan masyarakat dipandang 
sebagai suatu kompleks hubunganhubungan antar 
individu yang bersifat kontraktual. Sedangkan di dalam 
negara sosialis-komunis lebih mengutamakan totaliteit 
kolektif masyarakat dan mengecilkan peranan individu-
individu dalam totaliteit kolektif ini. 
e. Partai politik atau organisasi politik berperan dalam 
mengorganisir pemilih, sehingga eksistensinya 
(keberadaannya) sangat diperlukan, baik menurut sistem 
satu partai, dua partai ataupun multipartai. 




Sistem pemilihan organis ini dilandasi oleh pokok pikiran bahwa : 
a. Rakyat dalam suatu negara dipandang sebagai sejumlah   individu yang hidup 
bersama dalam beraneka ragam persekutuan hidup, seperti genealogi (keluarga), 
teritorial (daerah), fungsional spesialis (cabang industri), lapisanlapisan sosial 
(buruh, tani) dan lembaga-lembaga sosial (LSM/ORNOP). 
b. Persekutuan-persekutuan hidup inilah yang bertindak sebagai        pengendali 
hak pilih. Artinya yang mempunyai kewenangan atau hak untuk mengutus wakil-
wakilnya duduk sebagai anggota Lembaga Perwakilan Rakyat adalah 
Persekutuan-persekutuan hidup tersebut.. 
  c. Partai-partai Politik dalam struktur kehidupan kemasyarakatan seperti ini tidak 
dibutuhkan keberadaannya. Hal ini disebabkan mekanisme pemilihan 
diselenggarakan dan dipimpin sendiri oleh masing-masing persekutuan hidup 
tersebut. 
Berdasarkan pokok pikiran inilah, maka keberadaan Lembaga Perwakilan Rakyat 
- menurut sistem pemilihan organis - tidak lebih hanya merupakan “Lembaga 
Perwakilan Persekutuan-persekutuan hidup”. Dengan kata lain Lembaga 
Perwakilan yang hanya berfungsi untuk mengurus kepentingan-kepentingan 
khusus dari persekutuan-persekutuan hidup yang ada di dalam masyarakat suatu 
negara. Dengan demikian melalui sistem pemilihan organis ini kedudukan 
Lembaga Perwakilan menjadi lemah, dan tingkat representasinya sangat rendah. 
Oleh sebab itu apabila Lembaga Perwakilan jenis ini akan menetapkan suatu 
Undang-Undang yang menyangkut hak-hak rakyat, maka Undang-Undang 
tersebut dapat berlaku efektif jika rakyat telah menyetujui, misalnya melalui 
referendum. 
Dalam perkembangan lebih lanjut, kedua sistem Pemilihan Umum ini membuka 
peluang adanya kombinasi antara keduanya. Sistem Pemilihan yang 
mengkombinasikan antara sistem distrik dan Proporsional adalah sistem 
Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Indonesia, sebagaimana tertuang di dalam 
UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Sistem yang dimaksud adalah “Sistem 




a. Sistem Pemilihan Distrik. 
 Tatanan Pemilihan umum seperti ini dapat digambarkan sebagai berikut. 
Wilayah suatu negara yang menyelenggarakan suatu pemilihan untuk wakil-wakil 
di parlemen, dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan 
kursi yang tersedia di parlemen (kursi di Parlemen yang diperebutkan dalam 
Pemilihan umum). Setiap distrik hanya memilih satu orang wakil untuk duduk di 
Parlemen dari beberapa calon untuk distrik tersebut. Jikalau pembagian distrik 
dirasa terlalu banyak, maka dapat juga dipergunakan cara penentuan distrik 
berdasarkan kursi di Parlemen di bagi dua. Hal ini berarti untuk masing-masing 
distrik bisa mengirimkan dua calon untuk duduk di kursi Parlemen. Contohnya: 
Jumlah Kursi di Parlemen adalah 500. Untuk cara yang pertama dapat ditempuh 
dengan membagi wilayah negara menjadi 500 distrik. Jikalau cara seperti ini 
mengakibatkan jumlah distrik terlalu banyak, maka dapat ditempuh dengan 
membagi wilayah negara menjadi 250 distrik. Cara yang kedua ini mengakibatkan 
masing-masing distrik bisa mengirimkan wakil sebanyak 2 (dua) orang. 
Berdasarkan tatanan (sistem) Pemilihan distrik semacam ini, maka keuntungan 
yang dapat diperoleh adalah : 
1) Hubungan antara rakyat dengan “sang wakil” relatif dekat. Hal 
ini disebabkan partai-partai politik tidak mungkin mencalonkan 
calon wakil rakyat yang tidak populer di masing-masing 
distrik. Selain itu dalam perkembangan lebih lanjut sang wakil 
tidak akan mengatas namakan Partai Politik, karena dalam 
Pemilihan distrik, rakyat memilih orang. Bukan PartaiPolitik. 
2) Sistem ini mendorong penyatuan partai-partai (khususnya jika 
suatu negara itu mempergunakan sistem multi partai). Hal ini 
disebabkan calon yang terpilih di masing-masing distrik hanya 
satu atau lebih dari satu, dan terpilihnya mereka ini semata-
mata hanya karena kepopuleran dan kredibilitasnya. Oleh sebab 
itulah ada kemungkinan partai-partai politik itu bergabung 
untuk mencalonkan seseorang yang lebih “mumpuni” diantara 




partai. Bahkan ada kemungkinan adalah calon independen dan 
non partisan. 
3) Organisasi dari penyelenggaraan pemilihan dengan sistem 
distrik ini relatif sederhana. Tidak memerlukan banyak orang 
dan banyak birokrasi untuk menyusun kepanitiaan Pemilihan. 
Biayanya relatif lebih murah dan penyelenggaraannya relatif 
singkat. Sisa suara yang terbuang tidak perlu diperhitungkan. 
4) Dengan mempergunakan sistem distrik, maka ada 
kemungkinan pertumbuhan Partai Politik yang cenderung 
sektarian, ideologis atau aliran, dan primordialisme menjadi 
berkurang. Hal ini mengingat tokoh-tokoh politik yang terpilih 
menjadi wakil masing-masing distrik lebih mengedepankan 
kepentingan rakyat di masing-masing distrik, ketimbang 
kepentingan kelompok Partai yang justru kadangkala 
menyimpang dari kepentingan rakyat banyak. 
Sedangkan kelemahan dan sistem pemilihan distrik, dapat dirumuskan sebagai 
berikut : 
1) Banyak suara yang terbuang. Bahkan ada kemungkinan terjadi 
fenomena Low representative Versus High representative. 
Artinya Calon yang menjadi wakil dari suatu distrik, pada 
hakikatnya hanya memperoleh suara minoritas atau Low 
Representative yang ada di distrik yang bersangkutan, jikalau 
dibandingkan jumlah total suara (High Representative) dari 
calon- calon lain di distrik tersebut. Contohnya : 
Calon A : 40 suara. 
Calon B : 39 suara. 
Calon C : 25 suara. 
Calon D : 20 Suara. 




Berdasarkan suara tersebut maka Wakil Rakyat dari Distrik tersebut adalah A. 
Akan tetapi bila dilihat jumlah total perolehan suara (B+C+D+E), maka 
representasi dari calon A di distrik tersebut adalah rendah (Low representative). 
2) Menyulitkan bagi Partai-partai kecil dan golongan-golongan 
minoritas untuk mempunyai wakil di Lembaga Perwakilan 
Rakyat. Apalagi mereka ini terpencar dalam berbagai distrik 
pemilihan. 
b. Sistem Pemilihan Proporsional (Multi member constituency). 
Tatanan (sistem) pemilihan umum seperti ini adalah mempergunakan mekanisme 
sebagai berikut. Kursi yang tersedia di Parlemen Pusat diperebutkan dalam suatu 
Pemilihan Umum, dibagi kepada Partai-partai Politik atau golongan-golongan 
politik yang ikut serta dalam Pemilihan Umum sesuai dengan imbangan suara 
yang diperoleh dalam pemilihan yang bersangkutan. Misalnya untuk kepentingan 
ini ditentukan suatu perimbangan 1 : 400.000. Imbangan suara seperti ini, artinya 
1 (satu) orang wakil harus memperoleh dukungan suara 400.000 rakyat pemilih 
yang berhak. Dengan kata lain sejumlah 400.000 pemilih mempunyai 1 (satu) 
orang wakil di Parlemen Dalam sistem ini, negara dianggap sebagai satu daerah 
pemilihan, dan tiap suara dihitung. Dalam arti bahwa suara yang diperoleh dari 
suatu daerah dapat ditambahkan dari suara yang diperoleh dari suatu daerah 
lainnya. Sehingga besar kemungkinan setiap organisasi peserta Pemilihan Umum 
(Partai Politik/ Golongan Politik) memperoleh kursi/wakil di Parlemen Pusat. 
Kendatipun negara dianggap satu daerah pemilihan, namun mengingat luas 
wilayah suatu negara serta jumlah penduduk yang besar, maka pada umumnya 
dalam sistem pemilihan proporsional ini sering dibentuk daerah pemilihan (bukan 
distrik pemilihan), yaitu wilayah negara dibagi dalam daerah-daerah pemilihan. 
Kemudian dengan mempertimbangkan wilayah negara, jumlah penduduk dan 
faktor-faktor politik lainnya. Akan tetapi sistem ini mengandung kelemahan yang 
cukup substansiil, yaitu : 
1) Sistem ini mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya 
partai-partai baru. Dengan keadaan yang demikian ini, maka 




kearah munculnya bermacam-macam golongan, sehingga lebih 
mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada. Kurang 
mendorong untuk dipergunakan dalam mencari dan 
memanfaatkan persamaan-persamaan. Dengan mempergunakan 
sistem ini peta Politik justru mengarah pada politik aliran yang 
sarat dengan konflik ideologi. 
2) Wakil-wakil yang terpilih justru merasa lebih dekat dengan 
induk organisasinya, yaitu Partai Politik. Kurang memiliki 
loyalitas kepada rakyat pemilih. Hal ini disebabkan oleh adanya 
anggapan bahwa keberadaan Partai Politik dalam menentukan 
seseorang menjadi wakil rakyat lebih dominan dari pada 
kemampuan individu dari sang wakil. Rakyat hanya memilih 
Partai Politik. Bukan memilih seorang wakil. 
3) Dengan membuka peluang munculnya banyak partai, maka 
sistem ini justru mempersulit terbentuknya pemerintahan yang 
stabil, sebab pada umumnya penentuan pemerintahan 
didasarkan pada koalisi dari dua partai atau lebih. Disamping 
kedua sistem tersebut di atas, masih dijumpai adanya sistem 
lain, yaitu sistem Proporsional dengan daftar calon terbuka. 
Sistem semacam ini dikembangkan oleh Indonesia dalam 
melaksanakan Pemilu tahun 2004. Mekanisme dari sistem ini 
hampir sama dengan sistem proporsional. Akan tetapi dalam 
penentuan wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, Partai 
Politik hanya mengajukan calon-calon dalam daftar yang 
disusun berdasarkan abjad. Bukan nomor urut. Kemudian 
dalam pelaksanaan pemungutan suara, rakyat pemilih 
disamping “mencontreng” Partai Politik yang dikehendaki, 
mereka juga memilih nama-nama calon wakil yang diajukan 
oleh Partai Politik yang bersangkutan. Cara semacam ini 
dimunculkan sebagai respon atas keprihatinan rakyat terhadap 




kepentingan Partai Politik. Sehingga dengan mempergunakan 
cara semacam ini, diharapkan wakil rakyat benar-benar mampu 
membawa aspirasi rakyat pemilih. 
 
b.  Tinjauan Umum Tentang Partai Politik  
Dalam kehidupan Politik ketatanegaraan suatu negara, pada prinsipnya dikenal 
adanya tiga sistem kepartaian, yaitu (Dikutip dari Jurnal legislasi Indonesia hal 
72) : 
1) Sistem Partai Tunggal (the single party system). Istilah ini 
dipergunakan untuk Partai Politik yang benar-benar merupakan 
satu-satunya Partai Politik dalam suatu Negara, maupun untuk 
Partai Politik yang mempunyai kedudukan dominan di antara 
beberapa Partai politik lainnya. merupakan bentuk penyangkalan 
diri (contradictio in terminis), mengingat dalam pengertian sistem 
itu sendiri akan selalu mengandung lebih dari satu unsur atau 
komponen. Kecenderungan untuk mengambil sistem Partai 
Tunggal disebabkan, karena pimpinan negara-negara baru sering 
dihadapkan masalah bagaimana mengintegrasikan berbagai 
golongan, daerah, suku bangsa yang berbeda corak sosial dan 
pandangan hidupnya. Dikhawatirkan bahwa bila keanekaragaman 
sosial budaya ini dibiarkan tumbuh dan berkembang, besar 
kemungkinan akan terjadi gejolak-gejolak sosial yang 
menghambat usaha-usaha pembangunan dan menimbulkan 
disintegrasi. 
2) Sistem dua Partai (two party system).  Dalam sistem ini Partai-
partai Politik dengan jelas dibagi ke dalam Partai Politik yang 
berkuasa (karena menang dalam Pemilihan Umum) dan Partai 
Oposisi (karena kalah dalam Pemilihan Umum). 
3) Sistem Banyak Partai (multy party system). Pada umumnya sistem 




sosial budaya dan politik yang terdapat di dalam suatu negara. 
Partai politik itu pada pokoknya memiliki kedudukan dan peranan yang sentral 
dan penting dalam setiap sistem demokrasi. secara khusus dipakai sebagai 
penghubung antara rakyat dengan Pemerintah, keberadaan partai politik sejalan 
dengan munculnya pemikiran mengenai paham demokrasi dan kedaulatan rakyat 
dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan. Sudah banyak definisi yang 
dikemukakan oleh para sarjana mengenai pengertian partai politik tersebut. 
Definisi-definisi tersebut antara lain (Miriam Budiardjo, 1986: 159-161) : 
 
1. Sigmund Neumann: Organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk 
menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar 
persaingan melawan golongan atau golongan-golongan lain yang tidak sepaham. 
 2. Miriam Budiardjo: Suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-
anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan 
tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), 
dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijaksanaankebijaksanaan 
mereka. Pada umumnya, para ilmuan politik biasa menggambarkan adanya empat 
fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo 
meliputi:  
a. Sarana komunikasi politik. 
b. Sarana sosialisasi politik (politicalsocialization),  
c. Sarana rekrutmen politik (political recruitment), dan 
d. Pengatur konflik (conflict management). 
1. Klasifikasi Partai Politik ditinjau dari Komposisi dan Fungsi Keanggotaannya. 
Klasifikasi semacam ini dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis Partai Politik, 
yaitu : 
a. Partai Massa, yakni suatu Partai Politik yang lebih mengutamakan kekuatannya 
berdasarkan keunggulan jumlah anggota. Oleh karena itu biasanya terdiri dari 




di bawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak 
kabur. 
b. Partai Kader, yaitu suatu Partai Politik yang lebih mementingkan keketatan 
organisasi dan disiplin kerja dan anggota-anggotanya. Pemimpin Partai biasanya 
menjaga kemurnian doktrin Partai yang dianut dengan jalan mengadakan saringan 
calon-calon anggotanya secara ketat. 
2. Klasifikasi Partai Politik ditinjau Dari Sifat dan Orientasinya.  
a. Partai Politik dengan Klasifikasi semacam ini dapat 
dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu : Partai Lindungan 
(Patronage Party), yaitu suatu Partai Politik yang pada 
umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor 
(meskipun organisasi di tingkat lokal sering cukup ketat). 
Disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu mementingkan 
pemungutan iuran secara teratur. Tujuan utama dari Partai 
Politik jenis ini adalah memenangkan Pemilihan Umum untuk 
anggota-anggota yang dicalonkannya. Oleh sebab itu Partai 
semacam ini hanya giat melaksanakan aktivitasnya menjelang 
Pemilu. 
b.  Partai Ideologi (Partai Asas), yaitu suatu Partai Politik 
(biasanya) yang mempunyai pandangan hidup yang digariskan 
dalam kebijaksanaan pemimpin dan berpedoman pada disiplin 
Partai yang kuat dan mengikat Hampir sebagian besar Partai-
partai Politik yang ada di Indonesia dapat dikategorikan 
sebagai Partai Ideologi.  
Berdasarkan dua klasifikasi besar mengenai Partai Politik tersebut di atas, jika 
Partai-partai Politik itu akan melakukan koalisi maka langkah yang paling mudah 
dan relatif berhasil untuk ditempuh adalah dengan melakukan koalisi Partai 
Politik yang sama-sama berjenis Partai Massa atau sama-sama Partai Lindungan. 






c. Tinjauan Mengenai Lembaga-Lembaga yang Terlibat dalam 
Pemilu Khususnya Komisi Pemilihan Umum dan Persyaratan bagi Partai 
Politik menjadi Peserta Pemilu 2009  
Ada beberapa lembaga yang nantinya akan bertugas dan mempunyai kewajiban 
mensukseskan jalannya pemilu itu sendiri diantaranya (Pasal 24 ayat 2 Undang-
Undang Dasar 1945 ): 
1) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI lembaga negara 
yang bermemiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan atau 
memutuskn partai calon partai politik menjadi partai politik. 
2) Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilu 
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 
3) Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan 
yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
4) Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara yang 
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap 
Undang – undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga 
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, 
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 
tentang hasil pemilu. 
Berangkat dari Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga netral yang bertugas 
dan memiliki tanggungjawab yang tinggi menyelenggarakan pemilu termasuk 
menseleksi partai-partai sehingga dapat ikut menjadi peserta pemilu mempunyai 
dasar tersendiri yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 
yang mengatur petunjuk teknis serta verifikasi atas partai politik calon peserta 
pemilu dimana syarat-syarat partai politik calon peserta pemilu ialah : 
a) Berstatus Badan Hukum sesuai dengan ketentuan Undang-




b) Mempunyai kepengurusan paling sedikit dua pertiga dari jumlah  
Provinsi di Indonesia. 
c) Mempunyai kepengurusan paling sedikit dua pertiga dari jumlah 
Kabupaten/Kota di Indonesia. 
d) Menyertakan paling rendah tiga puluh persen keterwakilan 
perempuan pada kepengurusan tingkat pusat. 
e) Mempunyai anggota minimal seribu atau satu perseribu dari 
jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai dibuktikan 
dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota. 
 
Dalam realitas dan perjalanan waktu ternyata ada 66 Parpol Peserta    Pemilu 2009 
Sesuai pengumuman yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebanyak 
66 partai politik menjadi calon peserta pemilu 2009 mendatang. Namun, menurut 
anggota KPU, Andi Nurpati Baharuddin, KPU belum meneliti kembali keabsahan 
pendaftaran partai politik tersebut. Partai terakhir yang mendaftar adalah Partai 
Republikan. Partai ini mendaftarkan diri lebih dari pukul 12.00 malam. Namun 
KPU tetap menerima pendaftaran partai tersebut. Menurut KPU, jumlah 66 partai 
tersebut termasuk partai dengan pengurus ganda. Dua pengurus yang mendaftar 
tetap dihitung sebagai satu partai. Pada hari terakhir, belasan partai mendaftarkan 
diri. Termasuk dua parpol besar, yakni PAN dan PKB. PAN dipimpin langsung 
oleh Ketua Umum Soetrisno Bachir. Sementara PKB yang mendaftar adalah 
pengurus hasil MLB Parung, yakni Ali Masykur Musa bersama Sekjen Yenny 
Wahid. Adapun PKB MLB Ancol sudah mendaftar di KPU pada Minggu (11/5) 
lalu. Selain itu, kemarin mendaftar parpol baru yang cukup diperhitungkan, yakni 
Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Rombongan PKNU itu dipimpin 
langsung Ketua Umum Choirul Anam dan Sekjen Idham Cholied. 
Selama proses pendaftaran, kebanyakan parpol baru mengerahkan massa. 
Misalnya, Partai Hanura, PPRN, Partai Matahari Bangsa (PMB), dan Partai 
Demokrasi Pembaruan (PDP) membawa ratusan hingga ribuan simpatisan hanya 




Partai yang diketuai Laksamana Sukardi itu membawa ribuan orang dengan 
atribut layaknya karnaval. Lalu, Hanura, gara-gara ratusan kadernya terlalu 
protektif terhadap Ketua Umum Wiranto, massa partai itu sempat bersitegang 
dengan sejumlah wartawan. Sementara itu, parpol-parpol besar di DPR relatif 
lebih terorganisasi. Kebanyakan mendaftarkan diri hanya dengan sejumlah pejabat 
DPP. Massa yang dibawa pun relatif sedikit, hanya puluhan. 
 
Beberapa partai memang didaftarkan dua kali karena ada dua kepengurusan. 
Partai-partai tersebut adalah seperti Partai Nasional Indonesia Marhaenisme dan 
Partai Kebangkitan Bangsa. KPU juga belum mengklasifikasikan partai tersebut 
dalam kategori partai yang harus diverifikasi atau tak perlu diverifikasi.Apabila 
membaca undang-undang no. 10 tahun 2008, terdapat 16 partai yang langsung 
menjadi peserta pemilu 2009. Hal ini karena partai-partai tersebut memiliki wakil 
di DPR. Yang pastinya, verifikasi awal tetap dilakukan di internal KPU.Menurut 
anggota KPU, I Gusti Putu Artha, KPU akan memberikan waktu bagi partai 
politik untuk memperbaiki syarat administrasi selama tujuh hari. Apabila tidak 
lolos verifikasi administrasi, maka partai tentunya tidak bisa mengikuti verifikasi 
faktual.Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan KPU, verifikasi administrasi dimulai 
pada tanggal 10 April sampai 30 Mei 2008. Sedangkan verifikasi faktual diadakan 
pada tanggal 3 Juni sampai 2 Juli 2008. Menurut rencana, KPU akan menetapkan 
partai peserta pemilu 2009 pada tanggal 5 Juli 2008.(www.kpu.go.id. diakses 1 
Agustus 2009) 
Inilah daftar Parpol calon peserta Pemilu 2009:1. Partai Golkar. 2. Partai 
Persatuan Pembangunan. 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 4. Partai 
Bintang Reformsi. 5. Partai Karya Peduli Bangsa. 6. Partai Demokrasi 
Kebangsaan Bersatu. 7. Partai Bulan Bintang. 8. Partai Demokrat. 9. Partai 
Persatuan Demokrasi Kebangsaan. 10 Partai Damai Sejahtera. 11 Partai 
Pemersatu Bangsa. 12 Partai Keadilan Sejahtera. 13 Partai Peratuan Daerah. 14 
Partai Buruh. 15 Partai Penegak Demokrasi Indonesia. 16. Partai Hati Nurani 




19. Partai Matahari Bangsa. 20. Partai Peduli Rakyat Nasional. 21. Partai 
Demokrasi Pembaruan. 22. Partai Republik Indonesia. 23. Partai Persatuan 
Perjuangan Rakyat. 24. Partai Kongres. 25. Partai Amanat Nasional. 26. Partai 
Gerakan Indonesia Raya. 27. Partai Patriot. 28. Partai Pelopor. 29. Partai 
Kebangkitan Nasional Ulama. 30. Partai Islam. 31. Partai Bhinneka Indonesia. 32. 
Partai Pemersatu Nasionalis Indonesia. 33. Partai Kristen Demokrat. 34. Partai 
NKRI. 35. Partai Kristen Nasional Demokrat Indonesia. 36. Partai Pembaruan. 37. 
Partai Syarikat Indonesia38 Partai Barisan Nasional. 39. Partai Kasih. 40. Partai 
Masyarakat Madani Indonesia. 41. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan. 42. 
Partai Tenaga Kerja Indonesia. 43. Partai Pemuda Indonesia. 44. Partai Nurani 
Umat. 45. Partai Reformasi. 46. Partai Kristen Indonesia 1945. 47. Partai 
Kedaulatan. 48. Partai Indonesia Baru. 49. Partai Indonesia Sejahtera. 50. Partai 
Indonesia Tanah Air Kita (PITA). 51. Partai Bhinneka Tunggal Ika. 52. Partai 
Demokrasi Perjuangan Rakyat. 53. Partai Bela Negara. 54. Partai Republiku 
Indonesia. 55. Partai Republikan. 56. Partai Persatuan Daerah. 57. Partai Matahari 
Bangsa. 58. Partai Gerindra. 59. Partai Pemersatu Bangsa. 60. Partai Pengusaha 
dan Pekerja Indonesia. 61. Partai Demokrasi Pembaruan. 62. PNI Marhaenisme. 
63. PKB pimpinan Ali Masykur Musa. 64. PKB pimpinan Muhaimin Iskandar. 
65. Partai Penegak Demokrasi Indonesia versi Mentik Budiwiyono. 66. Partai 
Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). 
Setelah semua partai tersebut mendaftar ternyata hanya 51 partai yang secara 
resmi mendaftar ke KPU, akhirnya proses verifikasi dilakukan oleh KPU baik 
secara faktual maupun administratif dengan  berpegangan pada aturan Undang-
Undang yang berlaku akhirnya KPU berkeputusan hanya ada sedikit parpol yang 
lolos hal ini mengakibatkan ada 7 tujuh partai mengajukan gugatan permohonan 
uji materi terhadap Undang-Undang pemilu ke Mahkamah Konstitusi 
dikarenakaan partainya yang tidak lolos.Mahkamah Konstitusi (MK) 
mengabulkan permohonan uji materi atas ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Pemilu pasal 316 huruf (d) yang menegaskan parpol pemilik kursi di 
DPR dapat langsung ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2009 tanpa melalui 




oleh diajukan tujuh parpol itu. Dalam putusan perkara nomor 12/PUU-VI/2008 
yang diajukan Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Perhimpunan Indonesia Baru 
(PPIB), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Patriot Pancasila, 
Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Serikat dan Partai Merdeka Kuasa, yang 
dibacakan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, MK menyatakan Pasal 316 huruf d 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum legislatif 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945."Menyatakan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4836) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,hal ini 
dikatakan oleh Ketua Mahkamah konstitusi. 
Dalam putusan itu, tidak terdapat dissenting opinion (pendapat berbeda) dari 
anggota majelis hakim MK yang terdiri dari Ketua MK Jimly Asshiddiqie 
merangkap anggota serta Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, I Dewa Gede 
Palguna, H Harjono, HAS Natabaya, Moh. Mahfud MD, HM Arsyad Sanusi, dan 
Muhammad Alim, masing-masing sebagai anggota dengan didampingi oleh 
Cholidin Nasir sebagai panitera pengganti. dalam konklusi putusan MK 
berpendapat, Parpol-parpol Peserta Pemilu 2004, baik yang memenuhi ketentuan 
Pasal 316 huruf d Undang-Undang 10/2008 maupun yang tidak memenuhi, 
sejatinya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sebagai Parpol Peserta Pemilu 
2004 yang tidak memenuhi electoral threshold, sebagaimana dimaksud baik oleh 
Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 12/2003 maupun oleh Pasal 315 Undang-
Undang 10/2008. 
Ketentuan pasal 316 huruf (d) itu terkait dengan ketentuan pasal 315 yang 
berbunyi “Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004  yang memperoleh sekurang-
kurangnya 3 persen jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% 
jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) 




jumlah kursi DPRD  kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangny di ½ 
(setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai Partai 
Politik Peserta Pemilu setelah Pemilu tahun 2004”. Selanjutnya pasal 316 
menegaskan, parpol Peserta Pemilu tahun 2004 yang tidak memenuhi ketentuan 
Pasal 315 dapat mengikuti Pemilu tahun 2009 dengan ketentuan: (a) bergabung 
dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan sebgaimana 
dimaksud dalam pasal 315; atau (b) bergabung dengan parpol yang tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dan selanjutnya  
menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung 
sehingga memenuhi perolehan minim l jumlah kursi;  atau (c) bergabung dengan  
parpol yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 
dengan membentuk parpol baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga  
memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau (d) memiliki kursi di DPR RI  
hasil Pemilu 2004. 
 Dari tujuh parpol yang menggugat, empat parpol sudah lolos sebagai 
peserta Pemilu 2009 karena ikut verifikasi yaitu PPD, PNBK yang sudah menjadi 
PNBKI, Partai Patriot Pancasila yang berubah menjadi Partai Patriot dan Partai 
Perhimpunan Indonesia Baru yang menjadi Partai Perjuangan Indonesia Baru. 
Sembilan parpol peserta pemilu 2004 yang tidak lolos ET diberikan keistimewaan 
otomatis peserta pemilu 2009 karena memiliki kursi di DPR. Padahal dalam 
Undang-Undang yang otomatis jadi peserta pemilu itu yang lolos ET. Dari 51 
partai politik yang mendaftar secara resmi ke Komisi Pemilihan Umum / KPU 
untuk dapat turut serta dalam Pemilu tahun 2009, yaitu :  
1.  Partai Barisan Nasional  
 Ketua Umum : Ir. Silo Marbun 
     Sekretaris Jendral : Drs. SF Rehatta 
     Bendahara Umum : Angky Gerungan 
     Jl. Gunawarman No. 32 Kebayoran Baru Jakarta Selatan  
 
2.  Partai Demokrasi Pembaruan  




 Sekretaris : KRHT. H. Didi Supriyanto, SH 
 Bendahara Umum : Tjiandra Widjaja 
 Jl. Sisingamangarja No. 21 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120,  
 T. (021)7264705, 7253151,  http://www.pdp.or.id 
3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 
 Ketua Umum : Prof Suhardi 
 Sekretaris Jendral : Ahmad Muzani 
 Jl. Brawijaya IX No.1 , Kebayoran Baru Jakarta Selatan, T. (021)  
  727 95478 F. (021) 739 5154 Link : www.partaigerindra.or.id 
4.  Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 
 Dulu Partai Perhimpunan Kebangsaan 
 Didirikan : Jakarta, 21 Desember 2006 
 Ketua Umum : H. Wiranto. SH 
 Sekretaris Jendral : H. Yus Usman Sumanegara, SE.,MBA. 
 Jl. P Diponegoro No. 1 Kel Menteng , Kec Menteng, Jakarta Pusat 
 Link : http://www.hanura.com/ 
5.  Partai Indonesia Sejahtera  
 Ketua Umum : H. Budiyanto Darmastono, SE 
 Sekretaris : Drs. Roy H. Ritonga, S.Th 
 Bendahara Umum : Zakariani Santoso 
 JL. Slamet Riyadi Raya No. 19 Matraman, Jakarta Timur 
 T. (021) 8513890, 8512690, 8512686, F. (021) 8512686 
6.  Partai Karya Perjuangan  
 Didirikan : 7 Juli 2007 
 Ketua Umum : Jacson A.W. Kumaat 
 Sekretaris : Muh Rodli Kaelani 
 Bendahara Umum : Dwinita Feby Purnamayanti 
 Jln. Buncit Raya 9B Jakarta Selatan 12740, Indonesia 
 T. (021) 791 90885 Link : http://partaikaryaperjuangan.org 
7.  Partai Kasih Demokrasi Indonesia 




 Ketua Umum : DRS. H. Choirul Anam 
 Sekretaris Jendral : H. Idham Cholied 
 Bendahara Umum : Ridwan Zai 
 Jl. Kramat VI No. 8 Jakarta Pusat 10430 T. (021) 31923717  
9.  Partai Kedaulatan 
 Ketua Umum : H. Ibrahim Basrah, SH 
 Sekretaris : Shirato Syafei 
 Bendahara Umum : Malik Abdul Kadir, MM 
 JL. Cempaka Raya No. 1 Cempaka Putih, Jakarta Pusat 
 T. (021) 4209032 Link : http://www.partai-kedaulatan.org/ 
10. Partai Matahari Bangsa 
  Ketua Umum : Imam Addaraqutni 
  Sekretaris : Ahmad Rofiq 
  Bendahara Umum : Armyn Gultom 
  Jl. Bukit Duri Tanjakan Kav. 7 Tebet Jakarta Seltan 
  T. (021) 68860381, 83785159; F (021) 83785159 
  Link : http://www.pmb.or.id 
11. Partai Nasional Benteng Kerakyatan 
  Dulu: Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan 
12. Partai Patriot  
  Ketua Umum : Yapto Soesistio Soerjosoemarno, SH 
  Sekretaris : Yusril Andi, SE 
  Bendahara Umum : Jeanette Ganda Tresna 
  Jl. Manggis 12 A Ciganjur Jakarta T/ F (021) 7873109 
13. Partai Peduli Rakyat Nasional  
  Didirikan : 20 Januari 2006 
  Ketua Umum : Brigjen (PURN) Tarida Hasahatan Sinambela 
  Sekretaris Jendral : Anton Odjak Sihotang 
  Bendahara Umum : Doktor Sihar Sitorus 
  Jl. Pahlawan Revolusi No. 147 Pondok Bambu, Jakarta Timur 





14. Partai Pemuda Indonesia 
  Ketua Umum : Hasanuddin Yusuf 
  Sekretaris Jendral : M. Rifai Darus 
  Bendahara Umum : Mila Okyavia 
  Jl. Bunga Rampai IX No. 76 Duren Sawit Jakarta 
 E-mail : partaipemudaindonesia@yahoo.co.id 
 T. (021) 68728868 F. (021) 8621179 
15. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 
  Ketua Umum : DR. Daniel Hutapea 
  Sekretaris Jendral : IR. Mangara Silalahi 
   Bendahara Umum : Drs. Ruddy TriSantoso 
  Jalan Imam Bonjol No.44 Menteng, Jakarta Pusat 
  T. (021) 3149355, 91263047, 98284904 
   F. (021) 3905447, 7251966 Link : http://partai-ppi.com. 
16. Partai Perjuangan Indonesia Baru  
  Ketua Umum : Dr. Nurmala Kartini Sjahrir  
  Sekretaris Jendral : Edi Danggur, SH.MM.MH 
  Bendahara Umum : Drs. Idayani Oerman, SH. MM 
  Jl. Cik Ditiro 31 Menteng Jakarta Pusat DKI Jakarta T. 021-    
  3107058 F. 021-3145584 Link : www.partai-pib.or.id 
17.  Partai Persatuan Daerah  
   Didirikan: Jakarta, 18 November 2002 
   Jl. Proff. DR. Satrio C4 - 18 Lt.2, Casablanca Jakarta Selatan  
18.  Partai Republik Nusantara 
19.  Partai Amanat Nasional (PAN)  
     Didirikan: Jakarta, 23 Agustus 1998 
     Ketua Umum: Soetrisno Bachir 
       Link : http://www.amanatnasional.com. 
20.  Partai Bintang Reformasi (PBR)  




     Ketua Umum: KH Zainuddin MZ 
     Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi 
      Jl. KH. Abdullah Syafi'i No. 2 Tebet, Jakarta Selatan 
     T. (021) 8311715, 83702729, 0815 1005 8571  
   Link : http://www.pbr.or.id 
21.  Partai Bulan Bintang (PBB)  
   Didirikan: Jakarta, 17 Juli 1998 
   Ketua Umum: Hamdan Zoelvan 
   Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 No. 1B Pasar Minggu, Jakarta  
 T. (021) 79180765 Link : http://www.pbb-info.com 
22.  Partai Damai Sejahtera (PDS)  
   Didirikan: Jakarta, 1 Oktober 2001 
   Ketua Umum: Ruyandi Hutasoit 
   Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi 
       Tirtayasa No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan                 
   Link : http://www.partaidamaisejahtera.com 
 23. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
 Didirikan: Jakarta, 10 Januari 1973 
    Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri 
   Keterangan: Electoral Threshold 
   Jl. Lenteng Agung Jakarta 10710 Indonesia 
24.  Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)  
   Dulu Partai Persatuan Demokrasi 
   Didirikan : Jakarta 23 Juli 2002 
   Ketua Umum : PROF. DR. Ryaas Rasyid 
   Jl. Ampera Raya No. 99 - Jakarta Selatan 12560  
25.  Partai Demokrat  
   Didirikan: Jakarta, 9 September 2001 
   Ketua Umum: S Budhisantoso  
   Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 25 provinsi 




   T. (021) 4755146 Link : http://www.demokrat.or.id/ 
26.  Partai Golongan Karya (Partai Golkar) 
 Didirikan: Jakarta, 20 Oktober 1964 
   Ketua Umum: Jusuf Kalla 
   Keterangan: Electoral Threshold 
   JL. Anggrek Nelly Murni NO. 11A Slipi – Jakarta Barat 
   T. (021) 5302222, 5481746 F. (021) 5303380 
   Link : http://pusat.golkar.or.id 
27.  Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)  
   Didirikan: Jakarta, 9 September 2002 
   Ketua Umum: Jend TNI (Purn) HR Hartono 
   Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi 
   L. Cimandiri NO. 30 Gondangdia Jakarta Pusat 
 T. (021) 31927421 F. (021) 31937417 
28.  Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 
   Didirikan: Jakarta, 9 September 2002 
   Ketua Umum: Jend TNI (Purn) Edi Sudrajat 
   Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi 
   Jl. Cilandak Raya KKO No 32 Jakarta 12560 
   T. (021) 780 7653 F. (021) 780 7657 
29.  Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  
   Didirikan: Jakarta, 20 April 2002 
   Ketua Umum: Tifatul Sembiring 
   Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi 
   Jl Mampang Prapatan aya No 98 D-E-F, Jakarta Selatan 
   T. (021) 799 5425 F. (021) 799 5433 
   Link : http://www.pk-sejahtera.org 
30.  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  
   Didirikan: Jakarta, 23 Juli 1998 
   Asas: Pancasila 




      Didirikan: Jakarta, 20 Mei 2002  
      Jl. Cikoko 15 - Pancoran - Jakarta Selatan 
 32. Marhaenisme 
   Ketua Umum: DM Sukmawati Soekarnoputri 
   Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 24 provinsi 
   T. (021)7981241 F. (021)7900489 
33.  Partai Pelopor  
   Didirikan: Jakarta, 29 Agustus 2002 
   Ketua Umum: Rachmawati Soekarnoputri 
   Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi 
   JL. KH Syafei NO. A 22, GudangPeluru, Tebet – Jakarta Selatan 
   T. (021)8299112 F. (21)8301469 
34.  Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) 
  Didirikan: Jakarta, 10 Januari 2003 
   Ketua Umum: H Dimmy Haryanto 
   Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi  
   Jl. R.E. Martadinata, Komplek Rukan Permata Jakarta Utara 
   T. (021)6456215 F. 021-6456216 
35. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
   Didirikan: Jakarta, 5 Januari 1973 
   Ketua Umum: Hamzah Haz 
   Keterangan: Electoral Threshold 
PARTAI LOKAL ACEH : 
 Partai Aceh Aman Sejahtera 
 Partai Bersatu Aceh 
 Partai Daulat Aceh 
 Partai Rakyat Aceh 
 Partai Suara Independen Rakyat Aceh 
 Ke 44 partai tersebut sudah termasuk 4 empat dari 7 tujuh partai yang 
dinyatakan dapat ikut menjadi peserta pemilu oleh MK dan di perkuat juga oleh 




mendengarkan putusan Mahkamah Konstitusi mereka langsung melakukan 
gugatan, gugatan keempat partai itu diajukan ke PTUN Jakarta, menindaklanjuti 
putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 10 Juli lalu yang menghapuskan Pasal 
316 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota 
DPR, DPD, dan DPRD, yaitu hanya partai yang memiliki kursi di DPR yang 
berhak mengikuti Pemilu 2009. Namun, KPU tak menindaklanjuti putusan MK 
dengan alasan putusan itu tak berlaku surut. KPU menetapkan parpol peserta 
Pemilu 2009 pada 9 Juli 2008. Kelambanan KPU akan membuat keempat parpol 
itu kian ketinggalan dalam mempersiapkan pemilu dan akan menyulitkan KPU 
dalam melaksanakan tahapan pemilu. Pasalnya, putusan PTUN memberikan 
sanksi denda Rp 1 juta per hari bagi KPU jika tak mengakomodasi parpol itu. 
Dalam catatan Kompas, saat verifikasi parpol peserta Pemilu 2009, PBSD dan PSI 
mengganti namanya menjadi Partai Buruh dan Partai Persatuan Sarikat Indonesia 
(PPSI). Kedua partai itu bersama Partai Merdeka gagal pada tahap verifikasi 
faktual. PPNUI sejak awal tak mengembalikan berkas pendaftaran sebagai calon 
parpol peserta pemilu. Keempat parpol itu membuat kesepakatan untuk 
menentukan nomor urut dalam Pemilu 2009, yakni nomor 41 hingga 44. Sehingga 
pada akhirnya KPU memutuskan secara final dengan mempubikasikan secara 
terbuka seluruh partai yang akan mengikuti pemilu baik yang lolos didasarkan 
atas 
1. Parpol lolos pemilu berdasarkan pasal 315 & 316 Undang-Undang 
Pemilu Nomor 10 Tahun 2008. 
2. Parpol lolos pemilu yang memenuhi verifikasi faktual KPU. 
3. Partai lolos hasil keputusan PTUN. 
4. Parpol Lokal Nanggoe Aceh Darussalam (NAD). 
Dari uraian diatas, diharapkan dapat dikaji lebih lanjut segala bentuk hambatan 
serta dapat diketahui solusi-solusi yang pernah ditempuh oleh penyelenggara 
pemilu serta pengawas agar pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia 
dapat berjalan sesuai dengan cita-cita bersama. 



























Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008  Pemilu di Indonesia 
dilaksanakan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Beberapa calon partai 
peserta pemilu mendaftar dengan harapan dapat mengikuti pemilu tersebut, 
walaupun harus melewati proses verifikasi baik secara faktual atau administratif 
yang harus dilewati. Sedangkan pada pemilu yang lalu terdapat sedikit 
permasalahan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dikarenakan hal 
tersebut, sehingga ada beberapa Partai yang mengajukan gugatan ataupun 
permohonan uji materi atas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD pasal 316 huruf (d) tersebut 
sehingga terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008 
Demokrasi 
Undang-Undang 




Sistem Pemilu Parpol Penetapan 
Parpol 





Menyatakan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4836) tidak berkekuatan hukum secara mengikat. Gugatan 
melalui Mahkamah Konstitusi dan PTUN akhirnya mereka menangkan sehingga 
partai yang menggugat dapat lolos menjadi partai peserta pemilu 2009. 
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara siap untuk melayani gugatan 
ataupun sengketa pemilu sesuai dengan tugas dan kewenangannya (Pasal 24 
Undang-Undang Dasar 1945). Sedangkan partai yang tidak lolos harus kecewa 
dikarenakan tidak dapat menjadi partai peserta pemilu 2009. Namun dalam 
kenyataannya kendala-kendala pelaksanaan pemilu itu sendiri masih sangat 




















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A.  Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 dan Kewenangan Komisi 
Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Dasar Replubik Indonesia 
1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan 
Umum. 
1.  Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009  
Maksud dari penelitian normatif ini adalah terutama untuk 
mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat 
teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teoti baru (Soerjono 
Soekanto, 1986:10). Dalam pendekatan ini, akan dilakukan pendekatan 
melalui peraturan perundang-undangan dan peraturan dibawah Undang-
undang yang memuat mengenai pelaksanaan pemilihan umum tugas Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) dalam meverifikasi partai serta beberapa kendala 
dalam pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009. Mahkamah Konstitusi 
(MK) mengabulkan permohonan uji materi atas ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu pasal 316 huruf (d) yang 
menegaskan parpol pemilik kursi di DPR dapat langsung ditetapkan sebagai 
peserta Pemilu 2009 tanpa melalui verifikasi KPU.   
Mahkamah Konstitusi membatalkan aturan tersebut yang menjadi 
bahan gugatan oleh diajukan tujuh parpol itu dalam sidang Mahkamah 
Konstitusi dalam putusan perkara nomor 12/PUU-VI/2008 yang diajukan 
Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB), 
Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Patriot Pancasila, 
Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Serikat dan Partai Merdeka Kuasa, 
MK menyatakan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum legislatif bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. "Menyatakan Pasal 316 





Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4836) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (PAB-Online). 
Reformasi sebagai bagian dari perjalanan historis bangsa Indonesia 
untuk mengembalikan cita-cita proklamasi seperti yang tercantum dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 tidak selalu berkaitan dengan penolakan akan 
kemapanan dan konservatisme, melainkan harus dipandang dan 
diperlakukan sebagai subsistem dalam proses dinamika mencapai tujuan. 
Pada awal reformasi jilid kedua yang ditandai dengan berakhirnya rezim 
pemerintahan orde baru, Bagir Manan melihat paling tidak ada empat 
agenda reformasi dalam rangka revitalisasi tatanan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang perlu mendapat perhatian 
(Bagir Manan, 1999 : 23): 
a) Memulihkan, agar setiap orang dapat menggunakan secara wajar 
hak-hak demokratis, hak-hak yang terkandung dalam prinsip negara 
konstitusional dan negara berdasarkan atas hukum. 
b) Reformasi diarahkan pada usaha pemberdayaan suprastruktur dan 
infrastruktur politik agar benar-benar menjadi wahana perjuangan 
mewujudkan dan melaksanakan tatanan demokrasi (antara lain yang 
telah diselenggarakan adalah pemilihan umum yang bebas (1999) 
serta kebebasan mendirikan partai). 
c) Reformasi birokrasi atau administrasi negara (administrative 
reform), yaitu melepaskan birokrasi dari ikatan politik primordial 
dari kekuatan politik tertentu yang menimbulkan berbagai 
kecemburuan politik. 
d) Reformasi ekonomi, seperti peniadaan monopoli dan membangun 
sistem ekonomi kerakyatan. 
Kebebasan mendirikan partai politik adalah bagian dari hak 




Undang Dasar 1945. Peraturan perundang-undangan bidang politik tentu 
menggunakan prinsip “kemerdekaan berserikat dan berkumpul”, yang 
digariskan dalam konstitusi. Hal itu sejalan pula dengan pengakuan terhadap 
hak-hak sipil dan politik (civil and political rights) dalam instrumen hukum 
internasional, yang kemudian dimasukkan dalam amendemen Undang-
Undang Dasar 1945. Sejalan dengan dinamika politik terutama sejak 
reformasi, yang diawali dengan perubahan dan penambahan terhadap 
Undang-Undang Dasar 1945, upaya pengaturan partai politik terus 
dilakukan, yang berarti penataan kembali legislasi partai politik dengan 
membentuk undang-undang partai politik yang baru merupakan keharusan 
yang tidak mungkin dihindari.  Di antara substansi Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2008 yang menarik untuk dianalisis adalah ketentuan mengenai 
pembentukan parpol dan keikutsertaan dalam pemilu yang mengokohkan 
kembali sistem multipartai yang telah diatur sebelumnya. Pada era 
demokrasi parlementer (1955 – 1959) apa yang dinyatakan Cumming 
terbukti benar. Betapa sering terjadi pergantian kabinet, sehingga instabilitas 
pemerintahan itu menyebabkan peluang untuk melaksanakan pembangunan 
menjadi terabaikan. Atas dasar pengalaman seperti itu pula, pada masa orde 
baru, Mantan Presiden Soeharto menempuh kebijakan sistem multipartai 
terbatas, dengan mendorong fusi partai-partai politik (hasil pemilihan umum 
1969) sehingga hanya ada tiga partai politik (Golkar, PPP, dan PDI) dan 
pada fraksi DPR/DPRD sederhana menjadi 4 fraksi saja (dengan 
mengangkat fraksi ABRI). Lebih jauh pandangan dan analisis ahli ilmu 
politik, mengingatkan pula bahwa sistem multipartai yang dipakai sebagai 
sarana memodernisasikan. 
2.  Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan 
Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2007 
Berangkat dari Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga netral yang 




pemilu termasuk menseleksi partai-partai sehingga dapat ikut menjadi 
peserta pemilu serta berupaya menciptakan pemilu yang jujur dan adil yang 
memiliki kewenangan seperti yang termuat di dalam Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 8 mengenai Tugas dan wewenang Komisi 
Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah meliputi:  
1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal. 
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU 
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. 
3. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap 
tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua 
tahapan. 
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan 
menetapkannya sebagai daftar pemilih. 
6. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi 
7. Menetapkan peserta Pemilu. 
8. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 
tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU 
Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil 
rekapitulasi penghitungan suara di tiap-tiap KPU Provinsi untuk Pemilu 
Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara 
penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara. 
9. Membuat berita acara penghitungan suara membuat sertifikat 
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta 
Pemilu dan Bawaslu. 
10. Menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan 
mengumumkannya. 
11. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan 




Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota untuk setiap partai 
politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 
12. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya. 
13. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian 
perlengkapan. 
14. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik 
yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN. 
15. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan 
oleh Bawaslu. 
16. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif 
kepada anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN, Sekretaris 
Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti 
melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan 
penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan 
rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan 
dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. 
18. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan 
mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye. 
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan 
Pemilu. 
20. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-
undang. Tidak jauh beda dengan tugas dan kewenangannya dalam 





 KPU Mengadakan Verifikasi 







Gambar 4. Kewenangan Komisi Pemilihan umum 
Sumber A Ahsin Thohari, 2004 : 17 
 
Untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota dapat bekerja sama dengan 
Pemerintah dan pemerintah daerah serta memperoleh bantuan dan fasilitas, 
baik dari Pemerintah maupun dari pemerintah daerah, sesuai dengan 
peraturan perundangundangan. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan 
Komisi Pemilihan Umum tidak dapat melaksanakan tahapan 
penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan undangundang, tahapan 
penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Sekretaris 
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus 
mempunyai martabat dalam artian suatu tingkatan atau kedudukan 
kemanusiaan atau harga diri, dalam hal ini, harga diri Komisi Pemilihan 
Umum yang tinggi dibanding jabatan lainnya, yang karena tugasnya, 
memberikan rasa kejujuran dan keadilan kepada masyarakat dalam lingkup 
demokrasi. Pada pemilu Tahun 2009 ini ada sedikit perbedaan pula dalam 
proses pemilihan yang dahulu itu mencoblos sekarang memilih dengan 
memberi tanda mencontreng yang sebagian masyarakat masih kesulitan 
dikarenakan kurangnya sosialisasi. Pemilu yang telah terlaksana dengan 
jadwal yang sangat rapat Komisi Pemilihan Umum harus menyelesaikan 
beberapa hal diantaranya ada sepuluh tahapan teknis sesuai Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu diantaranya : 
1) Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali 
2) Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi : 
a) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih 
b) Pendaftaran peserta pemilu 
c) Penetapan peserta pemilu 




e) Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD   
kabupaten/kota 
f) Masa kampanye 
g) Masa tenang 
h) Pemungutan dan Penghitungan suara 
i) Penetapan hasil Pemilu 
j) Pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPRD Provinsi dan 
DPRD kabupaten/kota. 
 Lewat kecanggihan teknologi Komisi Pemilihan Umum 
menerapkan sistem IT (online) penempatan server di setiap Komisi 
Pemilihan Umum daerah dengan harapan proses pemutahiran data akan 
cepat sehingga publikasi ke masyarakat akan cepat di terima. Berikut 
ilustrasi penempatan server oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat. 
                          
 
 
Gambar 5. Ilustrasi Penempatan Server 
(www.kpu.go.id) 
 
Dalam sistem server ini pada kenyataannya tidak sesuai dengan 
harapan semula, inginnya cepat malahan masih banyak sekali gangguan 
sehingga kepanikan disaat hari – hari akhir perhitungan suara sempat terjadi. 
Hal ini dikarenakan banyaknya partai yang ikut dalam pemilu tahun 2009 





B.  Syarat-Syarat Partai Politik dapat Diperbolehkan menjadi Peserta 
Pemilu Menurut Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 dan Dasar 
Hukum Penetapannya. 
1.  Syarat-Syarat Partai Politik dapat Diperbolehkan menjadi Peserta Pemilu 
Menurut Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 
 Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pada Bab III 
Bagian Kesatu, Pasal 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yang mengemukakan bahwa 
peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 
kabupaten/kota adalah partai politik. Sedangkan partai politik dapat menjadi 
peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: 
a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang 
Partai Politik.  
b. Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi. 
c. Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah 
kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. 
d. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)    
   keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik 
tingkat pusat. 
e. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang 
atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap 
kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf 
b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda 
anggota. 
f. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan  
g. Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada 
KPU. 
Sistem multipartai ini dimaksudkan untuk menjamin semua partai 
politik dapat berpartisipasi dalam demokrasi. Sistem multipartai ini 




mengikuti pemilu berikutnya dengan adanya mekanisme electoral threshold 
(ET). Dalam pemilu Tahun 1999, partai-partai politik yang tidak memenuhi 
jumlah kursi 2% di Parlemen tidak dapat mengikuti pemilu tahun 2004. 
Ketentuan pembatasan peserta pemilu kemudian berlanjut dengan 
peningkatan 3% jumlah kursi di parlemen untuk dapat mengikuti pemilu 
tahun 2009 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2003 tentang Pemilu.1 Pembatasan dengan electoral threshold ET ini 
kemudian dianggap sebagai cara untuk mengeliminasi partai-partai yang 
sesungguhnya tidak diinginkan kehadirannya, dan di Indonesia threshold 
menjadi bentuk pembatasan untuk mengikuti pemilu berikutnya bagi partai 
yang ikut pemilu yang tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah partai 
politik. Akibatnya, partai-partai politik yang tidak memenuhi electoral 
threshold ET tidak dapat mengikuti pemilu berikutnya. Kondisi ini 
memunculkan gugatan bahwa mekanisme electoral threshold ET melanggar 
kontitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang pada akhirnya ditolak oleh 
Mahkamah Konstitusi (MK). 
Pada tahun 2008, pemerintah dan DPR membahas revisi Undang-
undang Pemilu yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang 
ini juga masih memberikan batasan bagi partai politik untuk dapat 
mengikuti pemilu berikutnya dengan parliamentary threshold (PT). 
Demikian pula dalam pengaturan tentang partai politik yang dapat 
mengikuti pemilu tahun 2009, secara garis besar sama dengan ide 
penyederhanaan partai politik. Namun, dalam aturan peralihannya di Pasal 
316 huruf (d) terdapat ketentuan bahwa partai politik peserta pemilu 2004 
yang tidak memenuhi 3% electoral threshold ET dapat mengikuti pemilu 
tahun 2009 asal mempunyai satu kursi di DPR. Ketentuan tersebut berarti 
bahwa partai politik yang hanya mempunyai 1 (satu) kursi di DPR pun bisa 
langsung ikut pemilu tahun 2009. Pasal 316 (d) inilah yang bisa dianggap 




partai politik peserta pemilu melalui electoral threshold ET. Penelitian ini 
akan menguraikan tentang ketentuan electoral threshold ET dalam sistem 
Multipartai di Indonesia, khususnya dalam melihat konsistensi kebijakan 
penyederhanaan partai politik dalam peraturan perudang-undangan dan 
perlindungan terhadap partai politik dalam konstitusi. Tulisan disusun 
berdasarkan analisis sejumlah Undang-undang terkait dengan Pemilu dan 
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 16/PUU-V/2007. 
Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan posisi 
penting partai politik yakni “peserta pemilihan umum untuk memilih 
anggota DPR dan DPRD adalah partai politik”. Demikian pula dengan Pasal 
6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “pasangan calon 
presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan 
partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Masih 
diperlukan Undang-undang untuk mengatur tentang pemilu sebagaimana 
dinyatakan dalam Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang 
menyatakan bahwa “tatacara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil 
presiden lebih lanjut diatur dengan Undang - undang” dan Pasal 22E ayat 
(6) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “ketentuan lebih 
lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-undang”. 
Berdasarkan konstruksi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, 
kedudukan partai politik dan sistem pemilu kemudian dikuatkan dalam 
sejumlah undang-undang, diantara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 
tentang Pemilu. Dalam Undang-undang tersebut, juga diatur ketentuan 
pembatasan partai politik untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya (tahun 
2009) dengan ketentuan sebagaimana pasal 9: 
1) Untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya, Partai Politik 
Peserta Pemilu harus: 
a) Memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah 
kursi DPR. 
b) Memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) 




kurangnya di ½ (setengah) jumlah provinsi seluruh 
Indonesia. 
c) Memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) 
jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di ½ 
(setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia. 
2) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengikuti 
Pemilu berikutnya apabila: 
a) Bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang    
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1); 
b) Bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah 
satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi 
perolehan minimal jumlah kursi. 
c) Bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda 
gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal 
jumlah kursi.  
Ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 
itulah yang kemudian digunakan sebagai acuan untuk menentukan peserta 
pemilu tahun 2009 mendatang. Hasil perolehan suara pemilu tahun 2004, 
dari 24 partai politik yang ikut pemilu hanya 7 partai politik yang memenuhi 
ketentuan 3% dan dapat lolos secara langsung mengikuti pemilu 2009, 
sementara sisanya 17 partai politik tidak dapat mengikuti pemilu tahun 2009 
kecuali bergabung dengan partai lain untuk memenuhi syarat 3%. Hasil 
pemilu tahun 2004 tersebut ternyata tidak cukup memuaskan partaipartai 
kecil yang tidak memenuhi 3% persen jumlah kursi di DPR RI dan 




dan (2) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 ke Mahkamah 
Konstitusi.4 Para pemohon ini mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 9 ayat 
(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 bertentangan UUD 1945 
khususnya terkait dengan hak asasi manusia yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 
28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 
28F, Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2). Permohon untuk menguji 
Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tersebut 
sejatinya merupakan pengujian terhadap ketentuan electoral threshold, atau 
bisa dikatakana bahwa berdasarkan para pemohon ketentuan mengenai 
electoral threshold tersebut telah melanggar hak konstitusional para 
pemohon. Mahkamah Konstitusi pada akhirnya tidak mengabulkan 
permohonan tersebut dan menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (1) dan (2) 
Undang-undang Pemilu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
1945. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa karena pasal tersebut hanya 
memuat tentang persyaratan obyektif kepada semua parpol tanpa kecuali 
apabila ingin mengikuti pemilu berikutnya dan tidak mengurangi kedudukan 
warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Mahkamah Konstitusi juga 
menyatakan bahwa persyaratan untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya 
berlaku untuk semua partai politik setelah melewati kompetisi secara 
demokratis melalui pemilu. Terpenuhi atau tidak terpenuhinya ketentuan 
electoral threshold ET yang menjadi syarat untuk ikut pemilu berikutnya 
tergantung dari partai politik yang bersangkutan dan dukungan dari pemilih, 
bukan kesalahan undangundangnya.  
Kebijakan electoral threshold ET sebetulnya merupakan kebijakan 
hukum (legal policy) pembentuk undang-undang dan kebijakan hukum 
demikian tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena 
Undang-Undang Dasar 1945 nyatanya memberikan mandat bebas kepada 
pembentuk Undang-undang untuk mengaturnya, termasuk mengenai 
persyaratan untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya dengan ketentuan 
electoral threshold ET. Mahkamah Konstitusi menambahkan bahwa 




bersifat objektif, dalam arti sebagai seleksi alamiah dan demokratis untuk 
menyederhanakan sistem multipartai yang hidup kembali diIndonesia di era 
refomasi. Dari berbagai pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi 
menyimpulkan bahwa Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang - undang Pemilu 
tidak mempengaruhi hak untuk berserikat dan berkumpul, termasuk hak 
untuk mendirikan partai politik, serta tidak ada unsur yang bersifat 
diskriminatif sehingga ketentuan dalam pasal tersebut tidak bertentangan 
dengan hak asasi manusia. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, 
telah jelas bahwa ketentuan pembatasan partai politik untuk mengikuti 
pemilu bukanlah pelanggaran terhadap konstitusi. Partai-partai politik yang 
tidak memenuhi electoral threshold ET 3% kemudian mulai melakukan 
upaya-upaya untuk dapat mengikuti pemilu tahun 2009 dengan 
menggabungkan diri ataupun membentuk partai baru. 
2. Dasar Hukum Penetapan Partai Peserta Pemilu 
Hal ini didasarkan atas fungsi dari partai politikpolitik. Keempat 
fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo, meliputi: (i) sarana 
komunikasi politik, (ii) sarana sosialisasi politik (political socialization), 
(iii) sarana rekrutmen politik (political recruitment), dan (iv) pengatur 
konflik (conflict management). Sementara dalam istilah Yves Meny dan 
Andrew Knapp, fungsi partai politik mencakup (i) mobilisasi dan integrasi, 
(ii) sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (voting 
patterns), (iii) sarana rekrutmen politik, dan (iv) sarana elaborasi pilihan-
pilihan kebijakan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Partai Politik, bahwa fungsi Partai Politik adalah sebagai sarana: (i) 
pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas; (ii) penciptaan iklim 
yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk 
kesejahteraan masyarakat; (iii) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi 
politik masyarakat; (iv) partisipasi politik warga negara Indonesia; dan (v) 




Kesemua fungsi partai politik tersebut sama-sama terkait satu dengan 
yang lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat 
penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan atau political interests 
yang terdapat atau kadang-kadang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai 
kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide, visi, 
dan kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide dan 
kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat 
diharapkan mempengaruhi atau menjadi materi dalam merumuskan dan 
menetapkan kebijakan negara. Terkait dengan komunikasi politik itu, partai 
politik juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik. Ide, visi, 
dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik disosialisasikan 
kepada konstituen untuk mendapatkan feedback berupa dukungan dari 
masyarakat luas. Terkait dalam sosialisasi itu partai juga berperan sangat 
penting dalam rangka pendidikan politik bagi masyarakat luas agar menjadi 
warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi selanjutnya 
partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Partai dibentuk 
memang dimaksudkan menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi 
kader-kader pemimpin dalam proses pengisian jabatan politik melalui 
mekanisme demokrasi dengan kesetaraan dan keadilan gender. Fungsi 
keempat adalah pengatur dan pengelola konflik. Partai mengagregasikan 
dan mengintegrasikan beragam kepentingan itu dengan cara 
menyalurkannya dengan sebaik-baiknya untuk mempengaruhi kebijakan-
kebijakan politik kenegaraan. Berikut adalah dasar petunjuk teknisnya jelas 
tentang tata cara verifikasi  yaitu 
a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
penyelenggaraan pemilihan umum. 
b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. 
c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan 
umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 




d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 
tentang pedoman teknis tata cara penelitian, verifikasi dan 
penetapan partai politik menjadi peserta pemilu. 
e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
106/SK/KPU/Tahun 2008 tentang jumlah Provinsi, 
Kabupaten/Kota dan penduduk warga negara Indonesia untuk 
keperluan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu 
2009. Sisanya, yaitu: 
1) Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden 
dan Wakil Presiden. 
2) Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
C. Kendala-Kendala Pelaksanaan Pemilu Setelah Berlakunya Undang-
Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008  
1. Ketidakkonsistenan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 
Mengenai Parliamentary Threshold dan Electoral Threshold 
Ketentuan mengenai electoral threshold ET untuk dapat mengikuti 
pemilu tahun 2009 mendatang pada awalnya diasumsikan akan diatur 
dengan substansi yang sama dengan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2003 dalam Undang-undang pemilu yang direvisi. 
Hal ini tercermin dalam serangkaian dokumen tentang persiapan untuk 
revisi Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2003 misalnya Naskah Akademis 
maupun Rancangan Undang-undang penyempurnaan Undang-undang 
Pemilu. Demikian pula dengan dokumen Daftar Inventaris Masalah (DIM) 
saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu di DPR. Berdasarkan 
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemilu versi Pemerintah, 
penyempurnaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 pada prinsipnya 




(deepening democracy) dengan pengembangan kepemimpinan yang efektif 
(effective governance). Agar tercapai keseimbangan antara pendalaman 
demokrasi (deepening democracy) dengan pengembangan kepemimpinan 
yang efektif (effective governance) harus dilakukan langkah-langkah 
regulasi yang salah satunya adalah melakukan penyederhanaan jumlah 
pelaku. Kebutuhan untuk menyederhanakan jumlah pelaku adalah sangat 
penting sehingga ide tentang penyederhaan jumlah pelaku inilah yang 
kemudian diangkat dalam penyempurnaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2003, yang antara lain diwujudkan dalam penentuan batasan 
threshold bagi partai politik untuk ikut serta dalam pemilihan umum. 
Melalui penciutan peserta Pemilu secara wajar dan rasional, diharapkan pula 
isu-isu yang diusung oleh partai politik dalam pemilihan umum nasional 
adalah betul-betul isu nasional yang terpilih dan berbobot untuk ditangani 
lembaga perwakilan rakyat dan pemerintah tingkat nasional. Cakupan 
penyempurnaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 salah satu 
agendanya adalah pengetatan persyaratan bagi partai peserta Pemilu 
legislatif dalam rangka mengkondisikan sistem multipartai sederhana. 
Ruang lingkup agenda pengetatan persyaratan peserta Pemilu yang dapat 
dilakukan adalah: 
a. Memberlakukan persyaratan partai peserta Pemilu sekurang   
kurangnya 12 (dua belas) bulan sebelum Pemilu diselenggarakan. 
Persyaratan ini diperlukan agar tersedia cukup waktu bagi calon 
partai peserta Pemilu memperluas jaringan organisasi serta dikenal 
oleh masyarakat; 
b. Mempertahankan persyaratan electoral threshold (ET) bagi partai 
peserta Pemilu legislatif berikutnya yang ditingkatkan secara 
bertahap, dari 3 (tiga) persen untuk Pemilu tahun 1999 menjadi 5 
(lima) persen untuk Pemilu 2014. Persyaratan electoral threshold ET 
2 (dua) persen pada Pemilu 2004 memang berhasil mengurangi 
jumlah partai peserta Pemilu dari 48 partai peserta Pemilu 1999 




electoral threshold ET 3 persen untuk Pemilu 2009 dan electoral 
threshold ET 5 persen untuk Pemilu 2014 diharapkan dapat 
mengurangi jumlah partai peserta Pemilu secara lebih signifikan 
lagi; 
c. Partai politik yang tidak lolos electoral threshold ET 3 persen dapat 
bergabung dengan partai yang lolos electoral threshold ET dan 
meleburkan diri, atau bergabung dengan partai-partai yang tidak 
lolos electoral threshold ET 3 % sehingga memenuhi electoral 
threshold ET 3%, kedua metode dimaksud sebagaimana dimaksud 
telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota; 
d. Menetapkan jumlah minimal anggota partai terdaftar sekurang-
kurangnya 1000 (seribu) orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 
(satu permil) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan di 
tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota yang dibuktikan 
dengan kepemilikan KTA (Kartu Tanda Anggota). Dalam Naskah 
Akademis Rancangan Undang-undang tersebut juga dinyatakan 
adanya kesadaran bahwa terdapat berbagai problematika Undang-
Undang Nomor. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota 
DPR, DPD, DPRD yang salah satunya adalah persyaratan electoral 
threshold tidak diterapkan secara konsisten. Walaupun jumlah partai 
peserta Pemilu berkurang, namun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2003 kurang dapat mendorong terjadinya pembatasan partai-partai 
yang memperoleh kursi di parlemen, sehingga kebutuhan akan 
hadirnya partai mayoritas tidak terjadi. Oleh karenanya, dalam 
Rancangan Undang-undang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
salah satu materi penting yang diatur adalah partai politik dapat 
menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan umum dan 
persyaratan khusus. Persyaratan umum bagi partai politik untuk 




kepengurusan lengkap di seluruh jumlah provinsi, dan memiliki 
kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima 
perseratus) dari jumlah kabupaten/kota di tiap provinsi. Sedangkan 
persyaratan khusus berupa perolehan kursi bagi partai politik yang 
pernah mengikuti Pemilu sebelumnya berupa perolehan sekurang-
kurangnya 5 % (lima perseratus) jumlah kursi DPR, perolehan 
sekurang-kurangnya 5 % (lima perseratus) jumlah kursi DPRD 
provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah 
provinsi di Indonesia, dan perolehan sekurang-kurangnya 5 % (lima 
perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar 
sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah kabupaten/kota di 
seluruh Indonesia. Partai politik peserta Pemilu tahun 2004 yang 
memperoleh kurang dari 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR atau 
memperoleh kurang dari 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD 
provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang tersebar paling sedikit di 
50% (lima puluh perseratus) jumlah provinsi dan di 50% (lima puluh 
perseratus) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia, tidak boleh 
ikut dalam Pemilu berikutnya kecuali bergabung dengan partai 
politik lain. Apabila partai politik bergabung dengan partai politik 
lain dilakukan dengan cara: 
1) Bergabung dengan partai politik peserta Pemilu tahun 2004. 
2) Bergabung dengan partai politik lain yang tidak memenuhi     
ketentuan perolehan kursi pada Pemilu tahun 2004 dengan 
menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai 
politik yang bergabung. 
3) Bergabung dengan partai politik lain yang tidak memenuhi 
ketentuan perolehan kursi pada Pemilu tahun 2004 dengan 
menggunakan nama dan tanda gambar baru. 
Pandangan dan paradigma tentang penyederhanaan partai politik yang 
mengikuti pemilu tersebut sejalan dengan pasal-pasal mengenai peserta 




tercantum dalam BAB XXI Ketentuan Peralihan dalam Pasal 286 dan Pasal 
287 Berdasarkan dua dokumen yaitu Naskah Akademis dan Rancangan 
Undang-undang, paradigma dan kebijakan penyederhaan partai politik 
peserta Pemilihan Umum melalui threshold telah konsisten dengan upaya 
untuk mencapai keseimbangan antara pendalaman demokrasi (deepening 
democracy) dengan pengembangan kepemimpinan yang efektif (effective 
governance) dan sesuai dengan kesadaran bahwa Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2003 tidak dapat berlaku secara konsisten sehingga perlu 
disempurnakan. Hal ini telah pula sesuai dengan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 16/PUU/V/2007.  
Bahwa sampai dengan pembahasan di DPR, Rumusan Pasal 286 dan 
287 Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum tetap menjadi 
pembahasan yang terlihat dari Daftar Inventaris Masalah (DIM) terhadap 
Rancangan Undang-Undang Pemilu. Bahkan sampai dengan tahap-tahap 
akhir pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum, rumusan 
dalam Pasal 286 dan 287 Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum 
secara subtansi masih sama dengan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2003. Kemudian dalam pengesahan Rancangan Undang-
Undang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang Pemilihan Umum (yang 
menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008) muncul ketentuan baru 
tentang dibolehkannya partai peserta Pemilihan Umum 2004 yang tidak 
memenuhi threshold sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang 
Pemilihan Umum namun mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat 
dapat langsung mengikuti Pemilihan Umum 2009 tanpa harus 1) bergabung 
dengan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi ketentuan, 
atau 2) bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan dan 
selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik 
yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi, atau 
3) bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dengan membentuk partai politik 




minimal jumlah kursi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 315 dan 316 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 315 menyebutkan : 
Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004 yang memperoleh 
sekurangkurangnya 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR atau 
memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) jumlah kursi 
DPRD provinsi yang tersebar sekurangkurangnya di ½ (setengah) jumlah 
provinsi seluruh Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% 
(empat perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar 
sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh 
Indonesia, ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu setelah Pemilu 
tahun 2004. Sedangkan Pasal 316 menyebutkan : Partai Politik Peserta 
Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dapat mengikuti 
Pemilu 2009 dengan ketentuan: 
a) Bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315. 
b) Bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dan 
selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu 
partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan 
minimal jumlah kursi. 
c) Bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dengan 
membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar 
baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi. 
d) Memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004. 
e) Memenuhi persyaratan verifikasi oleh KPU untuk menjadi 
Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana ditentukan dalam 
Undang-undang ini. 
Kemunculan Pasal 316 huruf (d) dalam Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2008 tersebut kembali menimbulkan pertanyaan mendasar tentang 




(khususnya tahun 2009). Ketentuan ini justru mereduksi konsep 
penyederhanaan partai yang akan diupayakan di Indonesia. Akibatnya, 
peserta Pemilihan Umum tahun 2009 tidak akan sesuai dengan yang 
diharapkan karena dibuka kemungkinan adanya partai politik yang dapat 
mengikuti Pemilihan Umum tahun 2009 meskipun tanpa memenuhi 
threshold. Hal ini tercermin dari kondisi awal bahwa berdasarkan hasil 
pemilu tahun 2004 yang seharusnya hanya 7 partai politik yang dapat 
mengikuti pemilu 2009 secara langsung menjadi 16 partai politik. Ketentuan 
sebagaimana dalam Pasal 316 huruf (d) Undang-Undang Nomor Tahun 
2008 ini kemudian memunculkan banyak kritikan yang pada pokoknya 
menunjukkan bahwa tidak ada konsistensi mengenai konsep 
penyederhanaan partai peserta pemilu. Bahkan ketentuan tersebut dianggap 
pula sebagai sebuah kemunduran dalam demokrasi dan merusak tatanan 
sistem pemilu. Bahkan ketentuan tersebut juga dianggap merupakan 
ketentuan yang memberikan perlakukan yang berbeda (diskriminatif) 
terhadap partai politik perserta pemilu tahun 2004 yang tidak mempunyai 
kursi di DPR, meskipun mendapatkan suara yang signifikan dan bahkan 
melebihi jumlah suara beberapa partai yang punya kursi di DPR. Undang-
undang Nomor 10 Tahun 2008 dengan aturan peralihan Pasal 316 huruf (d) 
justru kembali mundur dengan ketentuan memberikan peluang partai politik 
yang tidak memenuhi threshold namun punyai kursi di DPR langsung ikut 
pemilu tahun 2009. Ketentuan tersebut kembali meneguhkan sikap partai-
partai politik di DPR yang lebih mendahulukan kepentingan partainya 
daripada kepentingan untuk penguatan sistem pemilu di Indonesia. 
Akibatnya, cita-cita untuk adanya keseimbangan antara pendalaman 
demokrasi (deepening democracy) dengan pengembangan kepemimpinan 
yang efektif (effective governance) dengan cara melakukan penyederhanaan 
jumlah peserta pemilu tidak tercapai. 
2. Kendala-Kendala Pelaksanaan  Pemilu  Antara Lain 




a. Politik uang 
Hal ini adalah kecurangan klasik tapi masih menjadi senjata yang 
paling ampuh untuk meraih suara. Karena para mesin politik tahu sekali 
kebutuhan masyarakat akan uang. Bahkan sering kita dengar suara 
masyarakat yang cenderung egois, misal; "Kalo aku dikasih uang sama salah 
satu calon, ya pasti aku pilih. Itukan hanya satu suara, tidak begitu 
berpengaruh" Dengan kenyataan ini jelas kecurangan politik uang sangat 
mudah kita temukan di mana-mana bahkan sampai kepelosok desa. 
Pencegahan : 
Harus adanya pendekatan persuasif dari calon dan juga pendidikan 
politik yang baik kepada masyarakat ada pepatah yang menyatakan tidak 
kenal maka tidak sayang hal ini yang dijadikan pedoman. Politik uang 
biasanya akan berimbas pada praktek korupsi yang dilakukan oleh para 
anggota dewan yang terhormat dengan motifasi ingin mengembalikan modal 
yang telah dikeluarkan. 
b. Kecurangan perhitungan suara 
Ini mungkin lepas dari unsur masyarakat, karena hal ini sangat sulit 
dilakukan oleh calon pemilih. Hal ini lebih mudah dilakukan oleh para 
panitia penyelenggara dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, 
provinsi bahkan sampai ke tingkat Komisi Pemilihan Umum. Para mesin 
politik tidak menutup kemungkinan memasukan salah satu mesinnya 
sebagai panitia penyelenggara pemilu.  
Pencegahan : 
Mesin politik partai di daerah harus lebih memiliki andil yang besar di 
antaranya adalah saksi serta monitoring sehingga kecurangan ini dapat di 
perkecil dampaknya. 
 
c. Pemanfaatan suara tidak sah 
Hal ini bisa saja terjadi di tingkat bawah penyelenggara pemilu, misal 




sampai tingkat kecamatan, setelah itu surat suara disimpan tanpa dihitung 
ulang. Sungguh sangat mudah saja para penyelenggara pemilu untuk 
mengubah berita acara, jumlah suara atau hal lain yang menguntungkan 
salah satu calon pemimpin. Surat suara tidak sah justru menjadi hal yang 
sangat mudah untuk dimanipulasi bahkan diubah menjadi suara sah, karena 
surat suara tanpa nama dan tidak diperiksa ulang. Bahkan bisa saja surat 
suara tidak sah diperjualbelikan untuk menambah uang saku para 
penyelenggara pemilu.  
Pencegahan : 
Peran dari panwaslu harus lebih berperan selain itu ditopang dengan 
pendidikan dan pelatihan serta penghargaan yang tinggi kepada 
penyelenggara sehingga mereka tidak ada niat untuk berbuat curang dengan 
alasan kurangnya kesejahteraan. 
d. Skenario elit politik 
Hal ini agak sulit di ungkap, tetapi kemungkinan kecurangan ini bisa 
saja terjadi. Salah satu kandidat pemimpin telah diset untuk menjadi 
pemimpin, sedangkan kandidat yang lain hanya sebagai pelengkap pesta 
demokrasi supaya tidak terlalu terlihat diktator. Berbagai opini dibentuk 
untuk memuluskan salah satu kandidat menduduki kursi pemimpin. Bahkan 
bisa saja negara adikuasa turun tangan disini ikut campur memberi warna 
pemilu Indonesia, supaya salah satu kandidat yang notabene anak emasnya 
bisa melenggang ke kursi pimpinan.  
Pencegahan : 
Kesadaran dan pendidikan politik yang berasaskan kejujuran dan 
keadilan harus ditanamkan pada dijiwa dan calon pemimpin. Selain itu 
proses seleksi serta syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh kandidat calon 
harus diperketat dengan penambahan unsur moral spiritual yang dapat 
memperkokoh keimanan. 




Sampai beberapa saat sebelum pencoblosan masih banyak sekali 
orang yang kehilangan hak suaranya namun yang mengherankan kenapa 
baru saat terakhir KPU mengumumkan diperbolehkannya pemakaiaan KTP 
hal tersebut atas desakan dari 2 (dua) pasangan Capres dan Cawapres. 
Secara teoretis,amat sulit bagi seorang pemilih untuk mencontreng dua kali 
pada Pemilu Legislatif 2009 ini karena adanya sistem pencelupan jari tangan 
ke tinta yang sulit dibasuh. Namun ada kecurigaan, DPT digelembungkan 
dengan cara amat canggih,melalui teknologi informasi (IT) yang 
memungkinkan nomor induk penduduk diperbanyak di beberapa daerah 
pemilihan.  
Pencegahan : 
KPU beserta Departemen Dalam Negeri harus saling bekerjasama 
dengan baik dengan prioritas utama yaitu agar tidak mengurangi hak pilih 
seseorang sebagai sarana pemenuhan hak asasi seseorang. Namun tidak 
hanya hal tersebut melainkan masyarakat juga harus berperan aktif dalam 
melaporkan data kependudukannya sehingga Daftar Pemilih Tetap dapat 
otentik. 
Pencegahan Kecurangan secara umum 
Kecurangan mungkin saja terjadi. Caranya memang berbeda dengan 
pada era Orde Baru di mana rakyat tidak dapat mengungkapkan kecurangan-
kecurangan pemilu yang hasilnya sudah ditentukan, bahkan sebelum pemilu 
itu sendiri berlangsung.  Orang dulu tidak peduli pada kecurangan karena 
pemilu bukanlah sarana demokratis untuk penggantian pemimpin 
nasional,melainkan sekadar “pesta demokrasi” atau legitimasi politik bagi 
rezim yang berkuasa saat itu.  Pada Pemilu 2009, rakyat begitu peduli soal 
kecurangan ini karena mereka tidak mau suaranya dipermainkan pada 
penghitungan suara. Masih banyak cara untuk mencegah terjadinya 
kecurangan pada proses pemilu legislatif ini.Pertama dan yang utama, para 
saksi yang ditunjuk oleh partai atau gabungan partai politik harus terus 





Kedua,organisasi-organisasi masyarakat sipil (CSO) harus berani dan 
aktif dalam mengungkapkan apakah aparat Departemen Dalam 
Negeri,TNI,Polri, dan jajaran intelijen menjadi aparat negara yang memihak 
atau bersifat imparsial? Ketiga, media massa juga dapat menjadi watchdog 
dari pelaksanaan pemilu ini. Mereka sepatutnya menjadi salah satu tiang 
demokrasi yang dipercayai rakyat. Keempat, para caleg dan partaipartai 
politik juga harus aktif memantau apakah terjadi kecurangan pada proses 
pemilu ini? Kita berharap proses Pemilu Legislatif 2009 ini benar-benar 
berlangsung secara luber, jurdil, dan damai. Ini merupakan pertaruhan bagi 
citra politik negara kita di mata internasional dan di mata rakyatnya sendiri.  
Sejak reformasi Mei 1998, Indonesia dipandang sebagai negara 
berpenduduk muslim terbesar di dunia yang dapat menyandingkan 
demokrasi dan Islam. Indonesia juga negara demokrasi terbesar ketiga di 
dunia setelah India dan Amerika Serikat.Pada tingkatan Asia Tenggara, 
Indonesia adalah negara paling demokratis dan paling bebas mengemukakan 
pendapat di muka umum. Melalui demokrasi pula kita dapat 
mempertahankan NKRI tanpa harus melalui penerapan “politik ketakutan” 
seperti era Orde Baru. Janganlah hanya karena nafsu kekuasaan, ada peserta 
pemilu yang menghalalkan segala cara untuk memenangi pemilu.Jika ini 
terjadi,runtuh sudah citra Indonesia yang dalam dua pemilu sebelumnya 
terbukti amat demokratis, luber,jurdil,dan aman. 
Kesimpulan dari beberapa permasalah tersebut, maka solusi dari 
kelemahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilu yaitu 
Sistem Multipartai dalam pemilu di Indonesia telah berkonsekuensi 
membludaknya partai politik yang ingin mengikuti pemilu. Hal ini wajar 
karena paska reformasi telah terbuka peluang untuk pendirian partai-partai 
politik baru diluar 3 partai politik yang hidup pada era Orde Baru. Namun 
demikian, pembatasan partai politik peserta pemilu memang perlu dilakukan 
untuk memperkuat dan memperdalam demokrasi. Pembatasan inipun bukan 




harus konsisten dengan regulasi yang dibuat dan tidak merubah kembali 
tujuan dilakukannya penyederhanaan jumlah peserta pemilu. Jika tidak, 
apalagi dengan terus menerus merubah aturan main pemilu yang hanya 
ditujukan untuk kepentingan sesaat maka akan mengancam kehidupan 
demokrasi di Indonesia. 
D. Pengaruh Undang – Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 
terhadap berlakunya Undang – Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 
pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk 
mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, 
dan berdasarkan hukum. Dinamika dan perkembangan masyarakat yang 
majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab Partai 
Politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana 
partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional 
bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan 
Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi 
kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 
mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik belum optimal 
mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat yang menuntut 
peran Partai Politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta 
tuntutan mewujudkan Partai Politik sebagai organisasi yang bersifat 
nasional dan modern sehingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 
tentang Partai Politik perlu diperbarui.     
Undang-Undang ini mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring 




pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai 
Politik, yang menyangkut demokratisasi internal Partai Politik, 
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik, 
peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan Partai Politik dalam 
sistem nasional berbangsa dan bernegara. Dalam Undang-Undang ini 
diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan 
dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan 
hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga 
negara, serta meningkatkan kemandirian  dan kedewasaan dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, pendidikan politik terus 
ditingkatkan agar terbangun karakter bangsa yang merupakan watak atau 
kepribadian bangsa Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepahaman 
bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam 
kehidupan bangsa, antara lain kesadaran kebangsaan, cinta tanah air, 
kebersamaan, keluhuran budi pekerti, dan keikhlasan untuk berkorban bagi 
kepentingan bangsa (Jurnal Legislasi Indonesia,2008 : 169). namun 
munculnya pasal 315 dan 316 pada Undang – Undang Pemilu Nomor 10 
Tahun 2008 membuat cita –cita tersebut seddikit tidak tercapai dimana 
partai semakin banyak alokasi dana semakin membengkak serta konflik 
masyarakat semakin beragam sehingga awalnya dengan munculnya 
Undang – undang partai politik diharapkan adanya penyederhanaan partai 
peserta pemilu namun hal terbalik yang terjadi. Pemerintah bersama 
Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan nantinya dapat konsekuen serta 
dalam membuat Undang – undang dapat mengakomodasi  saran pendapat 
masyarakat sehingga demokrasi terjamin dengan baik dan anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah terpilih benar – benar dewan yang aspiratif dan 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
C.  Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 dan Kewenangan Komisi 
Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Dasar Replubik Indonesia 
1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan 
Umum. 
1.  Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009  
Maksud dari penelitian normatif ini adalah terutama untuk 
mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat 
teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teoti baru (Soerjono 
Soekanto, 1986:10). Dalam pendekatan ini, akan dilakukan pendekatan 
melalui peraturan perundang-undangan dan peraturan dibawah Undang-
undang yang memuat mengenai pelaksanaan pemilihan umum tugas Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) dalam meverifikasi partai serta beberapa kendala 
dalam pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009. Mahkamah Konstitusi 
(MK) mengabulkan permohonan uji materi atas ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu pasal 316 huruf (d) yang 
menegaskan parpol pemilik kursi di DPR dapat langsung ditetapkan sebagai 
peserta Pemilu 2009 tanpa melalui verifikasi KPU.   
Mahkamah Konstitusi membatalkan aturan tersebut yang menjadi 
bahan gugatan oleh diajukan tujuh parpol itu dalam sidang Mahkamah 
Konstitusi dalam putusan perkara nomor 12/PUU-VI/2008 yang diajukan 
Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB), 
Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Patriot Pancasila, 
Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Serikat dan Partai Merdeka Kuasa, 
MK menyatakan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum legislatif bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. "Menyatakan Pasal 316 





Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4836) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (PAB-Online). 
Reformasi sebagai bagian dari perjalanan historis bangsa Indonesia 
untuk mengembalikan cita-cita proklamasi seperti yang tercantum dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 tidak selalu berkaitan dengan penolakan akan 
kemapanan dan konservatisme, melainkan harus dipandang dan 
diperlakukan sebagai subsistem dalam proses dinamika mencapai tujuan. 
Pada awal reformasi jilid kedua yang ditandai dengan berakhirnya rezim 
pemerintahan orde baru, Bagir Manan melihat paling tidak ada empat 
agenda reformasi dalam rangka revitalisasi tatanan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang perlu mendapat perhatian 
(Bagir Manan, 1999 : 23): 
e) Memulihkan, agar setiap orang dapat menggunakan secara wajar 
hak-hak demokratis, hak-hak yang terkandung dalam prinsip negara 
konstitusional dan negara berdasarkan atas hukum. 
f) Reformasi diarahkan pada usaha pemberdayaan suprastruktur dan 
infrastruktur politik agar benar-benar menjadi wahana perjuangan 
mewujudkan dan melaksanakan tatanan demokrasi (antara lain yang 
telah diselenggarakan adalah pemilihan umum yang bebas (1999) 
serta kebebasan mendirikan partai). 
g) Reformasi birokrasi atau administrasi negara (administrative 
reform), yaitu melepaskan birokrasi dari ikatan politik primordial 
dari kekuatan politik tertentu yang menimbulkan berbagai 
kecemburuan politik. 
h) Reformasi ekonomi, seperti peniadaan monopoli dan membangun 
sistem ekonomi kerakyatan. 
Kebebasan mendirikan partai politik adalah bagian dari hak 




Undang Dasar 1945. Peraturan perundang-undangan bidang politik tentu 
menggunakan prinsip “kemerdekaan berserikat dan berkumpul”, yang 
digariskan dalam konstitusi. Hal itu sejalan pula dengan pengakuan terhadap 
hak-hak sipil dan politik (civil and political rights) dalam instrumen hukum 
internasional, yang kemudian dimasukkan dalam amendemen Undang-
Undang Dasar 1945. Sejalan dengan dinamika politik terutama sejak 
reformasi, yang diawali dengan perubahan dan penambahan terhadap 
Undang-Undang Dasar 1945, upaya pengaturan partai politik terus 
dilakukan, yang berarti penataan kembali legislasi partai politik dengan 
membentuk undang-undang partai politik yang baru merupakan keharusan 
yang tidak mungkin dihindari.  Di antara substansi Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2008 yang menarik untuk dianalisis adalah ketentuan mengenai 
pembentukan parpol dan keikutsertaan dalam pemilu yang mengokohkan 
kembali sistem multipartai yang telah diatur sebelumnya. Pada era 
demokrasi parlementer (1955 – 1959) apa yang dinyatakan Cumming 
terbukti benar. Betapa sering terjadi pergantian kabinet, sehingga instabilitas 
pemerintahan itu menyebabkan peluang untuk melaksanakan pembangunan 
menjadi terabaikan. Atas dasar pengalaman seperti itu pula, pada masa orde 
baru, Mantan Presiden Soeharto menempuh kebijakan sistem multipartai 
terbatas, dengan mendorong fusi partai-partai politik (hasil pemilihan umum 
1969) sehingga hanya ada tiga partai politik (Golkar, PPP, dan PDI) dan 
pada fraksi DPR/DPRD sederhana menjadi 4 fraksi saja (dengan 
mengangkat fraksi ABRI). Lebih jauh pandangan dan analisis ahli ilmu 
politik, mengingatkan pula bahwa sistem multipartai yang dipakai sebagai 
sarana memodernisasikan. 
2.  Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan 
Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2007 
Berangkat dari Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga netral yang 




pemilu termasuk menseleksi partai-partai sehingga dapat ikut menjadi 
peserta pemilu serta berupaya menciptakan pemilu yang jujur dan adil yang 
memiliki kewenangan seperti yang termuat di dalam Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 8 mengenai Tugas dan wewenang Komisi 
Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah meliputi:  
21. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal. 
22. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU 
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. 
23. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap 
tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
24. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua 
tahapan. 
25. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan 
menetapkannya sebagai daftar pemilih. 
26. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi 
27. Menetapkan peserta Pemilu. 
28. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 
tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU 
Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil 
rekapitulasi penghitungan suara di tiap-tiap KPU Provinsi untuk Pemilu 
Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara 
penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara. 
29. Membuat berita acara penghitungan suara membuat sertifikat 
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta 
Pemilu dan Bawaslu. 
30. Menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan 
mengumumkannya. 
31. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan 




Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota untuk setiap partai 
politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 
32. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya. 
33. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian 
perlengkapan. 
34. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik 
yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN. 
35. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan 
oleh Bawaslu. 
36. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif 
kepada anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN, Sekretaris 
Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti 
melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan 
penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan 
rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
37. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan 
dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. 
38. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan 
mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye. 
39. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan 
Pemilu. 
40. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-
undang. Tidak jauh beda dengan tugas dan kewenangannya dalam 





 KPU Mengadakan Verifikasi 







Gambar 4. Kewenangan Komisi Pemilihan umum 
Sumber A Ahsin Thohari, 2004 : 17 
 
Untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota dapat bekerja sama dengan 
Pemerintah dan pemerintah daerah serta memperoleh bantuan dan fasilitas, 
baik dari Pemerintah maupun dari pemerintah daerah, sesuai dengan 
peraturan perundangundangan. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan 
Komisi Pemilihan Umum tidak dapat melaksanakan tahapan 
penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan undangundang, tahapan 
penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Sekretaris 
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus 
mempunyai martabat dalam artian suatu tingkatan atau kedudukan 
kemanusiaan atau harga diri, dalam hal ini, harga diri Komisi Pemilihan 
Umum yang tinggi dibanding jabatan lainnya, yang karena tugasnya, 
memberikan rasa kejujuran dan keadilan kepada masyarakat dalam lingkup 
demokrasi. Pada pemilu Tahun 2009 ini ada sedikit perbedaan pula dalam 
proses pemilihan yang dahulu itu mencoblos sekarang memilih dengan 
memberi tanda mencontreng yang sebagian masyarakat masih kesulitan 
dikarenakan kurangnya sosialisasi. Pemilu yang telah terlaksana dengan 
jadwal yang sangat rapat Komisi Pemilihan Umum harus menyelesaikan 
beberapa hal diantaranya ada sepuluh tahapan teknis sesuai Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu diantaranya : 
3) Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali 
4) Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi : 
a) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih 
b) Pendaftaran peserta pemilu 
c) Penetapan peserta pemilu 




e) Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD   
kabupaten/kota 
f) Masa kampanye 
g) Masa tenang 
h) Pemungutan dan Penghitungan suara 
i) Penetapan hasil Pemilu 
j) Pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPRD Provinsi dan 
DPRD kabupaten/kota. 
 Lewat kecanggihan teknologi Komisi Pemilihan Umum 
menerapkan sistem IT (online) penempatan server di setiap Komisi 
Pemilihan Umum daerah dengan harapan proses pemutahiran data akan 
cepat sehingga publikasi ke masyarakat akan cepat di terima. Berikut 
ilustrasi penempatan server oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat. 
                          
 
 
Gambar 5. Ilustrasi Penempatan Server 
(www.kpu.go.id) 
 
Dalam sistem server ini pada kenyataannya tidak sesuai dengan 
harapan semula, inginnya cepat malahan masih banyak sekali gangguan 
sehingga kepanikan disaat hari – hari akhir perhitungan suara sempat terjadi. 
Hal ini dikarenakan banyaknya partai yang ikut dalam pemilu tahun 2009 





D.  Syarat-Syarat Partai Politik dapat Diperbolehkan menjadi Peserta 
Pemilu Menurut Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 dan Dasar 
Hukum Penetapannya. 
1.  Syarat-Syarat Partai Politik dapat Diperbolehkan menjadi Peserta Pemilu 
Menurut Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 
 Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pada Bab III 
Bagian Kesatu, Pasal 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yang mengemukakan bahwa 
peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 
kabupaten/kota adalah partai politik. Sedangkan partai politik dapat menjadi 
peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: 
h. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang 
Partai Politik.  
i. Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi. 
j. Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah 
kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. 
k. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)    
   keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik 
tingkat pusat. 
l. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang 
atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap 
kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf 
b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda 
anggota. 
m. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan  
n. Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada 
KPU. 
Sistem multipartai ini dimaksudkan untuk menjamin semua partai 
politik dapat berpartisipasi dalam demokrasi. Sistem multipartai ini 




mengikuti pemilu berikutnya dengan adanya mekanisme electoral threshold 
(ET). Dalam pemilu Tahun 1999, partai-partai politik yang tidak memenuhi 
jumlah kursi 2% di Parlemen tidak dapat mengikuti pemilu tahun 2004. 
Ketentuan pembatasan peserta pemilu kemudian berlanjut dengan 
peningkatan 3% jumlah kursi di parlemen untuk dapat mengikuti pemilu 
tahun 2009 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2003 tentang Pemilu.1 Pembatasan dengan electoral threshold ET ini 
kemudian dianggap sebagai cara untuk mengeliminasi partai-partai yang 
sesungguhnya tidak diinginkan kehadirannya, dan di Indonesia threshold 
menjadi bentuk pembatasan untuk mengikuti pemilu berikutnya bagi partai 
yang ikut pemilu yang tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah partai 
politik. Akibatnya, partai-partai politik yang tidak memenuhi electoral 
threshold ET tidak dapat mengikuti pemilu berikutnya. Kondisi ini 
memunculkan gugatan bahwa mekanisme electoral threshold ET melanggar 
kontitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang pada akhirnya ditolak oleh 
Mahkamah Konstitusi (MK). 
Pada tahun 2008, pemerintah dan DPR membahas revisi Undang-
undang Pemilu yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang 
ini juga masih memberikan batasan bagi partai politik untuk dapat 
mengikuti pemilu berikutnya dengan parliamentary threshold (PT). 
Demikian pula dalam pengaturan tentang partai politik yang dapat 
mengikuti pemilu tahun 2009, secara garis besar sama dengan ide 
penyederhanaan partai politik. Namun, dalam aturan peralihannya di Pasal 
316 huruf (d) terdapat ketentuan bahwa partai politik peserta pemilu 2004 
yang tidak memenuhi 3% electoral threshold ET dapat mengikuti pemilu 
tahun 2009 asal mempunyai satu kursi di DPR. Ketentuan tersebut berarti 
bahwa partai politik yang hanya mempunyai 1 (satu) kursi di DPR pun bisa 
langsung ikut pemilu tahun 2009. Pasal 316 (d) inilah yang bisa dianggap 




partai politik peserta pemilu melalui electoral threshold ET. Penelitian ini 
akan menguraikan tentang ketentuan electoral threshold ET dalam sistem 
Multipartai di Indonesia, khususnya dalam melihat konsistensi kebijakan 
penyederhanaan partai politik dalam peraturan perudang-undangan dan 
perlindungan terhadap partai politik dalam konstitusi. Tulisan disusun 
berdasarkan analisis sejumlah Undang-undang terkait dengan Pemilu dan 
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 16/PUU-V/2007. 
Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan posisi 
penting partai politik yakni “peserta pemilihan umum untuk memilih 
anggota DPR dan DPRD adalah partai politik”. Demikian pula dengan Pasal 
6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “pasangan calon 
presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan 
partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Masih 
diperlukan Undang-undang untuk mengatur tentang pemilu sebagaimana 
dinyatakan dalam Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang 
menyatakan bahwa “tatacara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil 
presiden lebih lanjut diatur dengan Undang - undang” dan Pasal 22E ayat 
(6) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “ketentuan lebih 
lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-undang”. 
Berdasarkan konstruksi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, 
kedudukan partai politik dan sistem pemilu kemudian dikuatkan dalam 
sejumlah undang-undang, diantara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 
tentang Pemilu. Dalam Undang-undang tersebut, juga diatur ketentuan 
pembatasan partai politik untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya (tahun 
2009) dengan ketentuan sebagaimana pasal 9: 
3) Untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya, Partai Politik 
Peserta Pemilu harus: 
a) Memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah 
kursi DPR. 
b) Memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) 




kurangnya di ½ (setengah) jumlah provinsi seluruh 
Indonesia. 
c) Memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) 
jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di ½ 
(setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia. 
4) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengikuti 
Pemilu berikutnya apabila: 
d) Bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang    
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1); 
e) Bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah 
satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi 
perolehan minimal jumlah kursi. 
f) Bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda 
gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal 
jumlah kursi.  
Ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 
itulah yang kemudian digunakan sebagai acuan untuk menentukan peserta 
pemilu tahun 2009 mendatang. Hasil perolehan suara pemilu tahun 2004, 
dari 24 partai politik yang ikut pemilu hanya 7 partai politik yang memenuhi 
ketentuan 3% dan dapat lolos secara langsung mengikuti pemilu 2009, 
sementara sisanya 17 partai politik tidak dapat mengikuti pemilu tahun 2009 
kecuali bergabung dengan partai lain untuk memenuhi syarat 3%. Hasil 
pemilu tahun 2004 tersebut ternyata tidak cukup memuaskan partaipartai 
kecil yang tidak memenuhi 3% persen jumlah kursi di DPR RI dan 




dan (2) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 ke Mahkamah 
Konstitusi.4 Para pemohon ini mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 9 ayat 
(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 bertentangan UUD 1945 
khususnya terkait dengan hak asasi manusia yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 
28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 
28F, Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2). Permohon untuk menguji 
Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tersebut 
sejatinya merupakan pengujian terhadap ketentuan electoral threshold, atau 
bisa dikatakana bahwa berdasarkan para pemohon ketentuan mengenai 
electoral threshold tersebut telah melanggar hak konstitusional para 
pemohon. Mahkamah Konstitusi pada akhirnya tidak mengabulkan 
permohonan tersebut dan menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (1) dan (2) 
Undang-undang Pemilu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
1945. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa karena pasal tersebut hanya 
memuat tentang persyaratan obyektif kepada semua parpol tanpa kecuali 
apabila ingin mengikuti pemilu berikutnya dan tidak mengurangi kedudukan 
warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Mahkamah Konstitusi juga 
menyatakan bahwa persyaratan untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya 
berlaku untuk semua partai politik setelah melewati kompetisi secara 
demokratis melalui pemilu. Terpenuhi atau tidak terpenuhinya ketentuan 
electoral threshold ET yang menjadi syarat untuk ikut pemilu berikutnya 
tergantung dari partai politik yang bersangkutan dan dukungan dari pemilih, 
bukan kesalahan undangundangnya.  
Kebijakan electoral threshold ET sebetulnya merupakan kebijakan 
hukum (legal policy) pembentuk undang-undang dan kebijakan hukum 
demikian tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena 
Undang-Undang Dasar 1945 nyatanya memberikan mandat bebas kepada 
pembentuk Undang-undang untuk mengaturnya, termasuk mengenai 
persyaratan untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya dengan ketentuan 
electoral threshold ET. Mahkamah Konstitusi menambahkan bahwa 




bersifat objektif, dalam arti sebagai seleksi alamiah dan demokratis untuk 
menyederhanakan sistem multipartai yang hidup kembali diIndonesia di era 
refomasi. Dari berbagai pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi 
menyimpulkan bahwa Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang - undang Pemilu 
tidak mempengaruhi hak untuk berserikat dan berkumpul, termasuk hak 
untuk mendirikan partai politik, serta tidak ada unsur yang bersifat 
diskriminatif sehingga ketentuan dalam pasal tersebut tidak bertentangan 
dengan hak asasi manusia. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, 
telah jelas bahwa ketentuan pembatasan partai politik untuk mengikuti 
pemilu bukanlah pelanggaran terhadap konstitusi. Partai-partai politik yang 
tidak memenuhi electoral threshold ET 3% kemudian mulai melakukan 
upaya-upaya untuk dapat mengikuti pemilu tahun 2009 dengan 
menggabungkan diri ataupun membentuk partai baru. 
2. Dasar Hukum Penetapan Partai Peserta Pemilu 
Hal ini didasarkan atas fungsi dari partai politikpolitik. Keempat 
fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo, meliputi: (i) sarana 
komunikasi politik, (ii) sarana sosialisasi politik (political socialization), 
(iii) sarana rekrutmen politik (political recruitment), dan (iv) pengatur 
konflik (conflict management). Sementara dalam istilah Yves Meny dan 
Andrew Knapp, fungsi partai politik mencakup (i) mobilisasi dan integrasi, 
(ii) sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (voting 
patterns), (iii) sarana rekrutmen politik, dan (iv) sarana elaborasi pilihan-
pilihan kebijakan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Partai Politik, bahwa fungsi Partai Politik adalah sebagai sarana: (i) 
pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas; (ii) penciptaan iklim 
yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk 
kesejahteraan masyarakat; (iii) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi 
politik masyarakat; (iv) partisipasi politik warga negara Indonesia; dan (v) 




Kesemua fungsi partai politik tersebut sama-sama terkait satu dengan 
yang lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat 
penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan atau political interests 
yang terdapat atau kadang-kadang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai 
kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide, visi, 
dan kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide dan 
kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat 
diharapkan mempengaruhi atau menjadi materi dalam merumuskan dan 
menetapkan kebijakan negara. Terkait dengan komunikasi politik itu, partai 
politik juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik. Ide, visi, 
dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik disosialisasikan 
kepada konstituen untuk mendapatkan feedback berupa dukungan dari 
masyarakat luas. Terkait dalam sosialisasi itu partai juga berperan sangat 
penting dalam rangka pendidikan politik bagi masyarakat luas agar menjadi 
warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi selanjutnya 
partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Partai dibentuk 
memang dimaksudkan menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi 
kader-kader pemimpin dalam proses pengisian jabatan politik melalui 
mekanisme demokrasi dengan kesetaraan dan keadilan gender. Fungsi 
keempat adalah pengatur dan pengelola konflik. Partai mengagregasikan 
dan mengintegrasikan beragam kepentingan itu dengan cara 
menyalurkannya dengan sebaik-baiknya untuk mempengaruhi kebijakan-
kebijakan politik kenegaraan. Berikut adalah dasar petunjuk teknisnya jelas 
tentang tata cara verifikasi  yaitu 
f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
penyelenggaraan pemilihan umum. 
g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. 
h. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan 
umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 




i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 
tentang pedoman teknis tata cara penelitian, verifikasi dan 
penetapan partai politik menjadi peserta pemilu. 
j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
106/SK/KPU/Tahun 2008 tentang jumlah Provinsi, 
Kabupaten/Kota dan penduduk warga negara Indonesia untuk 
keperluan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu 
2009. Sisanya, yaitu: 
1) Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden 
dan Wakil Presiden. 
2) Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
C. Kendala-Kendala Pelaksanaan Pemilu Setelah Berlakunya Undang-
Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008  
1. Ketidakkonsistenan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 
Mengenai Parliamentary Threshold dan Electoral Threshold 
Ketentuan mengenai electoral threshold ET untuk dapat mengikuti 
pemilu tahun 2009 mendatang pada awalnya diasumsikan akan diatur 
dengan substansi yang sama dengan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2003 dalam Undang-undang pemilu yang direvisi. 
Hal ini tercermin dalam serangkaian dokumen tentang persiapan untuk 
revisi Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2003 misalnya Naskah Akademis 
maupun Rancangan Undang-undang penyempurnaan Undang-undang 
Pemilu. Demikian pula dengan dokumen Daftar Inventaris Masalah (DIM) 
saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu di DPR. Berdasarkan 
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemilu versi Pemerintah, 
penyempurnaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 pada prinsipnya 




(deepening democracy) dengan pengembangan kepemimpinan yang efektif 
(effective governance). Agar tercapai keseimbangan antara pendalaman 
demokrasi (deepening democracy) dengan pengembangan kepemimpinan 
yang efektif (effective governance) harus dilakukan langkah-langkah 
regulasi yang salah satunya adalah melakukan penyederhanaan jumlah 
pelaku. Kebutuhan untuk menyederhanakan jumlah pelaku adalah sangat 
penting sehingga ide tentang penyederhaan jumlah pelaku inilah yang 
kemudian diangkat dalam penyempurnaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2003, yang antara lain diwujudkan dalam penentuan batasan 
threshold bagi partai politik untuk ikut serta dalam pemilihan umum. 
Melalui penciutan peserta Pemilu secara wajar dan rasional, diharapkan pula 
isu-isu yang diusung oleh partai politik dalam pemilihan umum nasional 
adalah betul-betul isu nasional yang terpilih dan berbobot untuk ditangani 
lembaga perwakilan rakyat dan pemerintah tingkat nasional. Cakupan 
penyempurnaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 salah satu 
agendanya adalah pengetatan persyaratan bagi partai peserta Pemilu 
legislatif dalam rangka mengkondisikan sistem multipartai sederhana. 
Ruang lingkup agenda pengetatan persyaratan peserta Pemilu yang dapat 
dilakukan adalah: 
e. Memberlakukan persyaratan partai peserta Pemilu sekurang   
kurangnya 12 (dua belas) bulan sebelum Pemilu diselenggarakan. 
Persyaratan ini diperlukan agar tersedia cukup waktu bagi calon 
partai peserta Pemilu memperluas jaringan organisasi serta dikenal 
oleh masyarakat; 
f. Mempertahankan persyaratan electoral threshold (ET) bagi partai 
peserta Pemilu legislatif berikutnya yang ditingkatkan secara 
bertahap, dari 3 (tiga) persen untuk Pemilu tahun 1999 menjadi 5 
(lima) persen untuk Pemilu 2014. Persyaratan electoral threshold ET 
2 (dua) persen pada Pemilu 2004 memang berhasil mengurangi 
jumlah partai peserta Pemilu dari 48 partai peserta Pemilu 1999 




electoral threshold ET 3 persen untuk Pemilu 2009 dan electoral 
threshold ET 5 persen untuk Pemilu 2014 diharapkan dapat 
mengurangi jumlah partai peserta Pemilu secara lebih signifikan 
lagi; 
g. Partai politik yang tidak lolos electoral threshold ET 3 persen dapat 
bergabung dengan partai yang lolos electoral threshold ET dan 
meleburkan diri, atau bergabung dengan partai-partai yang tidak 
lolos electoral threshold ET 3 % sehingga memenuhi electoral 
threshold ET 3%, kedua metode dimaksud sebagaimana dimaksud 
telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota; 
h. Menetapkan jumlah minimal anggota partai terdaftar sekurang-
kurangnya 1000 (seribu) orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 
(satu permil) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan di 
tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota yang dibuktikan 
dengan kepemilikan KTA (Kartu Tanda Anggota). Dalam Naskah 
Akademis Rancangan Undang-undang tersebut juga dinyatakan 
adanya kesadaran bahwa terdapat berbagai problematika Undang-
Undang Nomor. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota 
DPR, DPD, DPRD yang salah satunya adalah persyaratan electoral 
threshold tidak diterapkan secara konsisten. Walaupun jumlah partai 
peserta Pemilu berkurang, namun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2003 kurang dapat mendorong terjadinya pembatasan partai-partai 
yang memperoleh kursi di parlemen, sehingga kebutuhan akan 
hadirnya partai mayoritas tidak terjadi. Oleh karenanya, dalam 
Rancangan Undang-undang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
salah satu materi penting yang diatur adalah partai politik dapat 
menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan umum dan 
persyaratan khusus. Persyaratan umum bagi partai politik untuk 




kepengurusan lengkap di seluruh jumlah provinsi, dan memiliki 
kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima 
perseratus) dari jumlah kabupaten/kota di tiap provinsi. Sedangkan 
persyaratan khusus berupa perolehan kursi bagi partai politik yang 
pernah mengikuti Pemilu sebelumnya berupa perolehan sekurang-
kurangnya 5 % (lima perseratus) jumlah kursi DPR, perolehan 
sekurang-kurangnya 5 % (lima perseratus) jumlah kursi DPRD 
provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah 
provinsi di Indonesia, dan perolehan sekurang-kurangnya 5 % (lima 
perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar 
sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah kabupaten/kota di 
seluruh Indonesia. Partai politik peserta Pemilu tahun 2004 yang 
memperoleh kurang dari 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR atau 
memperoleh kurang dari 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD 
provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang tersebar paling sedikit di 
50% (lima puluh perseratus) jumlah provinsi dan di 50% (lima puluh 
perseratus) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia, tidak boleh 
ikut dalam Pemilu berikutnya kecuali bergabung dengan partai 
politik lain. Apabila partai politik bergabung dengan partai politik 
lain dilakukan dengan cara: 
1) Bergabung dengan partai politik peserta Pemilu tahun 2004. 
2) Bergabung dengan partai politik lain yang tidak memenuhi     
ketentuan perolehan kursi pada Pemilu tahun 2004 dengan 
menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai 
politik yang bergabung. 
3) Bergabung dengan partai politik lain yang tidak memenuhi 
ketentuan perolehan kursi pada Pemilu tahun 2004 dengan 
menggunakan nama dan tanda gambar baru. 
Pandangan dan paradigma tentang penyederhanaan partai politik yang 
mengikuti pemilu tersebut sejalan dengan pasal-pasal mengenai peserta 




tercantum dalam BAB XXI Ketentuan Peralihan dalam Pasal 286 dan Pasal 
287 Berdasarkan dua dokumen yaitu Naskah Akademis dan Rancangan 
Undang-undang, paradigma dan kebijakan penyederhaan partai politik 
peserta Pemilihan Umum melalui threshold telah konsisten dengan upaya 
untuk mencapai keseimbangan antara pendalaman demokrasi (deepening 
democracy) dengan pengembangan kepemimpinan yang efektif (effective 
governance) dan sesuai dengan kesadaran bahwa Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2003 tidak dapat berlaku secara konsisten sehingga perlu 
disempurnakan. Hal ini telah pula sesuai dengan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 16/PUU/V/2007.  
Bahwa sampai dengan pembahasan di DPR, Rumusan Pasal 286 dan 
287 Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum tetap menjadi 
pembahasan yang terlihat dari Daftar Inventaris Masalah (DIM) terhadap 
Rancangan Undang-Undang Pemilu. Bahkan sampai dengan tahap-tahap 
akhir pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum, rumusan 
dalam Pasal 286 dan 287 Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum 
secara subtansi masih sama dengan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2003. Kemudian dalam pengesahan Rancangan Undang-
Undang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang Pemilihan Umum (yang 
menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008) muncul ketentuan baru 
tentang dibolehkannya partai peserta Pemilihan Umum 2004 yang tidak 
memenuhi threshold sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang 
Pemilihan Umum namun mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat 
dapat langsung mengikuti Pemilihan Umum 2009 tanpa harus 1) bergabung 
dengan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi ketentuan, 
atau 2) bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan dan 
selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik 
yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi, atau 
3) bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dengan membentuk partai politik 




minimal jumlah kursi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 315 dan 316 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 315 menyebutkan : 
Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004 yang memperoleh 
sekurangkurangnya 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR atau 
memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) jumlah kursi 
DPRD provinsi yang tersebar sekurangkurangnya di ½ (setengah) jumlah 
provinsi seluruh Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% 
(empat perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar 
sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh 
Indonesia, ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu setelah Pemilu 
tahun 2004. Sedangkan Pasal 316 menyebutkan : Partai Politik Peserta 
Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dapat mengikuti 
Pemilu 2009 dengan ketentuan: 
f) Bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315. 
g) Bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dan 
selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu 
partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan 
minimal jumlah kursi. 
h) Bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dengan 
membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar 
baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi. 
i) Memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004. 
j) Memenuhi persyaratan verifikasi oleh KPU untuk menjadi 
Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana ditentukan dalam 
Undang-undang ini. 
Kemunculan Pasal 316 huruf (d) dalam Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2008 tersebut kembali menimbulkan pertanyaan mendasar tentang 




(khususnya tahun 2009). Ketentuan ini justru mereduksi konsep 
penyederhanaan partai yang akan diupayakan di Indonesia. Akibatnya, 
peserta Pemilihan Umum tahun 2009 tidak akan sesuai dengan yang 
diharapkan karena dibuka kemungkinan adanya partai politik yang dapat 
mengikuti Pemilihan Umum tahun 2009 meskipun tanpa memenuhi 
threshold. Hal ini tercermin dari kondisi awal bahwa berdasarkan hasil 
pemilu tahun 2004 yang seharusnya hanya 7 partai politik yang dapat 
mengikuti pemilu 2009 secara langsung menjadi 16 partai politik. Ketentuan 
sebagaimana dalam Pasal 316 huruf (d) Undang-Undang Nomor Tahun 
2008 ini kemudian memunculkan banyak kritikan yang pada pokoknya 
menunjukkan bahwa tidak ada konsistensi mengenai konsep 
penyederhanaan partai peserta pemilu. Bahkan ketentuan tersebut dianggap 
pula sebagai sebuah kemunduran dalam demokrasi dan merusak tatanan 
sistem pemilu. Bahkan ketentuan tersebut juga dianggap merupakan 
ketentuan yang memberikan perlakukan yang berbeda (diskriminatif) 
terhadap partai politik perserta pemilu tahun 2004 yang tidak mempunyai 
kursi di DPR, meskipun mendapatkan suara yang signifikan dan bahkan 
melebihi jumlah suara beberapa partai yang punya kursi di DPR. Undang-
undang Nomor 10 Tahun 2008 dengan aturan peralihan Pasal 316 huruf (d) 
justru kembali mundur dengan ketentuan memberikan peluang partai politik 
yang tidak memenuhi threshold namun punyai kursi di DPR langsung ikut 
pemilu tahun 2009. Ketentuan tersebut kembali meneguhkan sikap partai-
partai politik di DPR yang lebih mendahulukan kepentingan partainya 
daripada kepentingan untuk penguatan sistem pemilu di Indonesia. 
Akibatnya, cita-cita untuk adanya keseimbangan antara pendalaman 
demokrasi (deepening democracy) dengan pengembangan kepemimpinan 
yang efektif (effective governance) dengan cara melakukan penyederhanaan 
jumlah peserta pemilu tidak tercapai. 
2. Kendala-Kendala Pelaksanaan  Pemilu  Antara Lain 




f. Politik uang 
Hal ini adalah kecurangan klasik tapi masih menjadi senjata yang 
paling ampuh untuk meraih suara. Karena para mesin politik tahu sekali 
kebutuhan masyarakat akan uang. Bahkan sering kita dengar suara 
masyarakat yang cenderung egois, misal; "Kalo aku dikasih uang sama salah 
satu calon, ya pasti aku pilih. Itukan hanya satu suara, tidak begitu 
berpengaruh" Dengan kenyataan ini jelas kecurangan politik uang sangat 
mudah kita temukan di mana-mana bahkan sampai kepelosok desa. 
Pencegahan : 
Harus adanya pendekatan persuasif dari calon dan juga pendidikan 
politik yang baik kepada masyarakat ada pepatah yang menyatakan tidak 
kenal maka tidak sayang hal ini yang dijadikan pedoman. Politik uang 
biasanya akan berimbas pada praktek korupsi yang dilakukan oleh para 
anggota dewan yang terhormat dengan motifasi ingin mengembalikan modal 
yang telah dikeluarkan. 
g. Kecurangan perhitungan suara 
Ini mungkin lepas dari unsur masyarakat, karena hal ini sangat sulit 
dilakukan oleh calon pemilih. Hal ini lebih mudah dilakukan oleh para 
panitia penyelenggara dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, 
provinsi bahkan sampai ke tingkat Komisi Pemilihan Umum. Para mesin 
politik tidak menutup kemungkinan memasukan salah satu mesinnya 
sebagai panitia penyelenggara pemilu.  
Pencegahan : 
Mesin politik partai di daerah harus lebih memiliki andil yang besar di 
antaranya adalah saksi serta monitoring sehingga kecurangan ini dapat di 
perkecil dampaknya. 
 
h. Pemanfaatan suara tidak sah 
Hal ini bisa saja terjadi di tingkat bawah penyelenggara pemilu, misal 




sampai tingkat kecamatan, setelah itu surat suara disimpan tanpa dihitung 
ulang. Sungguh sangat mudah saja para penyelenggara pemilu untuk 
mengubah berita acara, jumlah suara atau hal lain yang menguntungkan 
salah satu calon pemimpin. Surat suara tidak sah justru menjadi hal yang 
sangat mudah untuk dimanipulasi bahkan diubah menjadi suara sah, karena 
surat suara tanpa nama dan tidak diperiksa ulang. Bahkan bisa saja surat 
suara tidak sah diperjualbelikan untuk menambah uang saku para 
penyelenggara pemilu.  
Pencegahan : 
Peran dari panwaslu harus lebih berperan selain itu ditopang dengan 
pendidikan dan pelatihan serta penghargaan yang tinggi kepada 
penyelenggara sehingga mereka tidak ada niat untuk berbuat curang dengan 
alasan kurangnya kesejahteraan. 
i. Skenario elit politik 
Hal ini agak sulit di ungkap, tetapi kemungkinan kecurangan ini bisa 
saja terjadi. Salah satu kandidat pemimpin telah diset untuk menjadi 
pemimpin, sedangkan kandidat yang lain hanya sebagai pelengkap pesta 
demokrasi supaya tidak terlalu terlihat diktator. Berbagai opini dibentuk 
untuk memuluskan salah satu kandidat menduduki kursi pemimpin. Bahkan 
bisa saja negara adikuasa turun tangan disini ikut campur memberi warna 
pemilu Indonesia, supaya salah satu kandidat yang notabene anak emasnya 
bisa melenggang ke kursi pimpinan.  
Pencegahan : 
Kesadaran dan pendidikan politik yang berasaskan kejujuran dan 
keadilan harus ditanamkan pada dijiwa dan calon pemimpin. Selain itu 
proses seleksi serta syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh kandidat calon 
harus diperketat dengan penambahan unsur moral spiritual yang dapat 
memperkokoh keimanan. 




Sampai beberapa saat sebelum pencoblosan masih banyak sekali 
orang yang kehilangan hak suaranya namun yang mengherankan kenapa 
baru saat terakhir KPU mengumumkan diperbolehkannya pemakaiaan KTP 
hal tersebut atas desakan dari 2 (dua) pasangan Capres dan Cawapres. 
Secara teoretis,amat sulit bagi seorang pemilih untuk mencontreng dua kali 
pada Pemilu Legislatif 2009 ini karena adanya sistem pencelupan jari tangan 
ke tinta yang sulit dibasuh. Namun ada kecurigaan, DPT digelembungkan 
dengan cara amat canggih,melalui teknologi informasi (IT) yang 
memungkinkan nomor induk penduduk diperbanyak di beberapa daerah 
pemilihan.  
Pencegahan : 
KPU beserta Departemen Dalam Negeri harus saling bekerjasama 
dengan baik dengan prioritas utama yaitu agar tidak mengurangi hak pilih 
seseorang sebagai sarana pemenuhan hak asasi seseorang. Namun tidak 
hanya hal tersebut melainkan masyarakat juga harus berperan aktif dalam 
melaporkan data kependudukannya sehingga Daftar Pemilih Tetap dapat 
otentik. 
Pencegahan Kecurangan secara umum 
Kecurangan mungkin saja terjadi. Caranya memang berbeda dengan 
pada era Orde Baru di mana rakyat tidak dapat mengungkapkan kecurangan-
kecurangan pemilu yang hasilnya sudah ditentukan, bahkan sebelum pemilu 
itu sendiri berlangsung.  Orang dulu tidak peduli pada kecurangan karena 
pemilu bukanlah sarana demokratis untuk penggantian pemimpin 
nasional,melainkan sekadar “pesta demokrasi” atau legitimasi politik bagi 
rezim yang berkuasa saat itu.  Pada Pemilu 2009, rakyat begitu peduli soal 
kecurangan ini karena mereka tidak mau suaranya dipermainkan pada 
penghitungan suara. Masih banyak cara untuk mencegah terjadinya 
kecurangan pada proses pemilu legislatif ini.Pertama dan yang utama, para 
saksi yang ditunjuk oleh partai atau gabungan partai politik harus terus 





Kedua,organisasi-organisasi masyarakat sipil (CSO) harus berani dan 
aktif dalam mengungkapkan apakah aparat Departemen Dalam 
Negeri,TNI,Polri, dan jajaran intelijen menjadi aparat negara yang memihak 
atau bersifat imparsial? Ketiga, media massa juga dapat menjadi watchdog 
dari pelaksanaan pemilu ini. Mereka sepatutnya menjadi salah satu tiang 
demokrasi yang dipercayai rakyat. Keempat, para caleg dan partaipartai 
politik juga harus aktif memantau apakah terjadi kecurangan pada proses 
pemilu ini? Kita berharap proses Pemilu Legislatif 2009 ini benar-benar 
berlangsung secara luber, jurdil, dan damai. Ini merupakan pertaruhan bagi 
citra politik negara kita di mata internasional dan di mata rakyatnya sendiri.  
Sejak reformasi Mei 1998, Indonesia dipandang sebagai negara 
berpenduduk muslim terbesar di dunia yang dapat menyandingkan 
demokrasi dan Islam. Indonesia juga negara demokrasi terbesar ketiga di 
dunia setelah India dan Amerika Serikat.Pada tingkatan Asia Tenggara, 
Indonesia adalah negara paling demokratis dan paling bebas mengemukakan 
pendapat di muka umum. Melalui demokrasi pula kita dapat 
mempertahankan NKRI tanpa harus melalui penerapan “politik ketakutan” 
seperti era Orde Baru. Janganlah hanya karena nafsu kekuasaan, ada peserta 
pemilu yang menghalalkan segala cara untuk memenangi pemilu.Jika ini 
terjadi,runtuh sudah citra Indonesia yang dalam dua pemilu sebelumnya 
terbukti amat demokratis, luber,jurdil,dan aman. 
Kesimpulan dari beberapa permasalah tersebut, maka solusi dari 
kelemahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilu yaitu 
Sistem Multipartai dalam pemilu di Indonesia telah berkonsekuensi 
membludaknya partai politik yang ingin mengikuti pemilu. Hal ini wajar 
karena paska reformasi telah terbuka peluang untuk pendirian partai-partai 
politik baru diluar 3 partai politik yang hidup pada era Orde Baru. Namun 
demikian, pembatasan partai politik peserta pemilu memang perlu dilakukan 
untuk memperkuat dan memperdalam demokrasi. Pembatasan inipun bukan 




harus konsisten dengan regulasi yang dibuat dan tidak merubah kembali 
tujuan dilakukannya penyederhanaan jumlah peserta pemilu. Jika tidak, 
apalagi dengan terus menerus merubah aturan main pemilu yang hanya 
ditujukan untuk kepentingan sesaat maka akan mengancam kehidupan 
demokrasi di Indonesia. 
E. Pengaruh Undang – Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 
terhadap berlakunya Undang – Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 
pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk 
mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, 
dan berdasarkan hukum. Dinamika dan perkembangan masyarakat yang 
majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab Partai 
Politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana 
partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional 
bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan 
Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi 
kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 
mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik belum optimal 
mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat yang menuntut 
peran Partai Politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta 
tuntutan mewujudkan Partai Politik sebagai organisasi yang bersifat 
nasional dan modern sehingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 
tentang Partai Politik perlu diperbarui.     
Undang-Undang ini mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring 




pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai 
Politik, yang menyangkut demokratisasi internal Partai Politik, 
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik, 
peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan Partai Politik dalam 
sistem nasional berbangsa dan bernegara. Dalam Undang-Undang ini 
diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan 
dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan 
hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga 
negara, serta meningkatkan kemandirian  dan kedewasaan dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, pendidikan politik terus 
ditingkatkan agar terbangun karakter bangsa yang merupakan watak atau 
kepribadian bangsa Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepahaman 
bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam 
kehidupan bangsa, antara lain kesadaran kebangsaan, cinta tanah air, 
kebersamaan, keluhuran budi pekerti, dan keikhlasan untuk berkorban bagi 
kepentingan bangsa (Jurnal Legislasi Indonesia,2008 : 169). namun 
munculnya pasal 315 dan 316 pada Undang – Undang Pemilu Nomor 10 
Tahun 2008 membuat cita –cita tersebut seddikit tidak tercapai dimana 
partai semakin banyak alokasi dana semakin membengkak serta konflik 
masyarakat semakin beragam sehingga awalnya dengan munculnya 
Undang – undang partai politik diharapkan adanya penyederhanaan partai 
peserta pemilu namun hal terbalik yang terjadi. Pemerintah bersama 
Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan nantinya dapat konsekuen serta 
dalam membuat Undang – undang dapat mengakomodasi  saran pendapat 
masyarakat sehingga demokrasi terjamin dengan baik dan anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah terpilih benar – benar dewan yang aspiratif dan 









g) Kesimpulan : 
Berdasarkan perumusan masalah dan analisis yang telah 
dikemukakan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
5) Syarat partai peserta pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 
tahun 2008 agar sesuai dengan tujuan utama pemilihan umum sebagai 
wahana untuk menghasilkan parlemen yang legitimate dan pemerintahan 
yang kuat adalah : 
a) Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang 
Partai Politik. 
b) Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi. 
c) Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota    
di provinsi yang bersangkutan. 
d) Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) 
keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat 
pusat. 
e) Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 
1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap 
kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b 
dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda 
anggota. 
f) Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan. 
g) Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada Komisi 
Pemilihan Umum. 
6)  Sedangkan dasar petunjuk teknisnya jelas tentang tata cara verifikasi  
yaitu: 
a)   Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan 
pemilihan umum. 




c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
pedoman teknis tata cara penelitian, verifikasi dan penetapan partai 
politik menjadi peserta pemilu. 
e) Keputusan Komisi Pemilihan Umum 106/SK/KPU/Tahun 2008 
tentang jumlah Provinsi, Kabupaten/Kota dan penduduk warga 
negara Indonesia untuk keperluan persyaratan partai politikmenjadi 
peserta pemilu 2009.  
7) Dalam pelaksanaan pemilu perlu kita antisipasi mengenai kendala-kendala 
pemilu yang diharapkan pada pelaksanaan yang akan datang hal tersebut 
tidak akan terulang kembali seperti yang diungkapkan Hendriono (diakses 
melalui www.google.com , 2009) : 
1. Politik uang 
2. Kecurangan perhitungan suara 
3. Pemanfaatan suara tidak sah 
4. Skenario elit politik 
6. Kekisruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan lain-lain.  
4. Pengaruh Undang – Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 terhadap 
berlakunya Undang – Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 hal ini 
berangkat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai 
Politik belum optimal mengakomodasi dinamika dan perkembangan 
masyarakat yang menuntut peran Partai Politik dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara serta tuntutan mewujudkan Partai Politik sebagai 
organisasi yang bersifat nasional dan modern sehingga Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik perlu diperbarui. Setelah 
berlakunya Undang – Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 
bermunculan partai politik yang didirikan dengan beraneka ragam corak 
namun dengan cita – cita mulia sesuai dengan Pancasila dan Undang – 




diupayakan tidak terlalu banyak namun efisien tetap terjaga namun 
munculnya pasal 315 dan 316 pada Undang – Undang Pemilu Nomor 10 
Tahun 2008 membuat cita –cita tersebut tidak tercapai. Harapan semula 
agar konflik dimasyarakat mengecil serta anggaran negara juga hemat 
namun dengan munculnya pasal tersebut menimbulkan jumlah partai 
semakin banyak dan konflik masyarakat semakin nampak banyak 
bermunculan. 
 
h) Saran : 
5) Komisi Pemilihan Umum harus benar-benar netral serta mengikuti 
landasan hukum yang berlaku berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 
6) Pemerintah dan DPR harus konsekuen atas keputusan yang telah 
ditetapkan. Dijalankan penuh dengan tanggungjawab dan loyalitas 
kepada negara kesatuan.  
7) Partai politik tidak hanya menebar janji politik saja namun relitas nyata 
bagaimana penerapan AD/ADART benar-benar dijalankan untuk 
mensejahterakan masyarakat.  
8) Pendewasaan berpolitik harus diajarkan kepada pemuda sebagai 
generasi penerus sehingga cita-cita nasional dapat terwujud. 
9) Komisi Pemilihan Umum perlu bekerja sama dengan lembaga lain 
yang berkompeten terhadap fungsi yang dijalankannya, misalnya 
Bawaslu, Departemen Hukum dan Ham dan Mahkamah Konstitusi. 
10) Perlu adanya kerja keras dan komitmen tinggi dari seluruh anggota 
Komisi Yudisial untuk mewujudkan visi dan misinya  dalam kerangka 
menciptakan peradilan yang bersih dan berwibawa di Indonesia. 
11) Pembuatan Undang-undang yang jelas konsekuen serta adil dimana 
pelaksanaanya nantinya tidak menimbulkan kerancuan serta polemik, 
melihat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 khususnya pada 
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